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ABSTRAK

Rahmat Hidayat, 04193005, skripsi dengan jqdul Pengelolzaan Dana
Alokasi Umum Nagari Pasir Ta]ané Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2011 Skripsi ini terdiri dari 60 halaman dengan 8
referenst buku, 5 undang-undang dan perataran serta 1 buah skxipsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan Dana
Alokasi Umum Nagari di nagan Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu
Kabupaten Solok Selatan serta tata cara penyaluran dari DAUN tersebut.

Penelitin ini menggunakan konsep DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari) dan
konsep pemerintahan nagari. Dimana kedua konsep tersebut sangat berperan penting
dalam penelitian ini.

Peneliban ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan dokumen
resmi. Analisis data menggunakan interpretasi efik dan emik.

Penclitian ini menggambarkan tentang pengelolaan Dana Alokasi Umum
Nagari oleh pemerintah Nagari Pasir Talang Timur, Dana yang diperoleh melalui
DAUN tersebut digunakan untuk keperluan inventaris serta operasional kantor Wali.
DAUN yang di peroleh tidak dianggarkan pada pembangunan masyarakat nagari.




Rahmat Hidayat, 04193005, the thesis’s fittle is Management Of
General Allocation Fund Nagani :East- Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu
Kabupaten North Solok Year 2011, this thesis consist of 60 pages, 8 book -~
refference, 5 legislations and regunlations and 1 thesis.

This reasearch aims to explain how the Management Of General Allocation
Fund Nagari in nagari East Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten North
Solok and procedures distribution of Of General Allocation Fund Nagari.

This reasearch is uses General Allocation Fund Nagari concept and local
government concept. Where the twice concept are have important role in this
reaserach.

This reasearch is uses qualitative approach with reasearch type is description.
The methode of collecting the data 1s interview and official documents. To analiza
data is using etic and emic interpretation.

This reasearch describe about the management of General Allocation Fund
Nagari by the govemment of Nagari East Pasir Talang. The fand whose get from that
General Allocation Fund Nagari is using for requirement Wali office inventory and
operational. The General Allocation Fund Nagari was got are not budgeted for social

development nagari.
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KATA PENGANTAR
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Lo

_ rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga serta senantiasa meridhoi satiap denyut
nadi dan hembusan pafas anak adam agar selalu mensyukuri nikmat yang telah
diberikan dalamn kehidupan ini. Ya Robbi karena lidayah engkaulah penulis dapat
nienyel&saikzm skripsi ini dengan judul Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari
Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupate Solok Selatan Tahun
2011. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang
menjadi teladan umat hingga kiamat kelak.

Adapun fujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata I di jurusan Hmuo Politik Faknltas
[lmu Sostal llmu Politik Universitas Andalas.

Dalam penyusunan sknpsi ini, banyak cerita suka maupun duka yang Penulis
alami. Pengalaman- pengalaman yang mewarmai proses perjalanan pembuatan skripsi
ini membuat penulis menyadari bahwa begitu banyaknya pihak-pihak yang telah
membernkan bimbingan. pengarahan dan dorongan yang tidak bisa penulis balas
dengan apapun juga. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada:

I. Allah SWT dan Nabi Muonhammad SAW yang telah meniberikan
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalani
sepenggal kisah perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran berharga.

2. Bapak Drs. Tamrin, M.Si. sebagai pembimbing 1 Terima kasih atas
kesediaan bapak untuk meluangkan waktu dan pikitannya dalam
memberikan bimbingan kepada saya. Bapak Roni Ekha Putera, S.Ip,
M.PA sebagai pembimbing II Terima kasih banyak pak atas bimbingan
dan arahannya.
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_ Segala puji dan syuky_!' penulls ucapkan kehadirat Allah §WT dimana berkat



- Kepada tim penguji, Ibu Irawati, S.Ip, M.A, Ibu Indah Adi Putri, S.Ip,
M.Si, Bapak Sadri, S.Ip, M.Soc, Bapak Andri Rusta, S.Ip, M.PP
terima kasih atas masukan dan sarannya dalam wjian seminar proposal dan
sidang skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
. Ketua Jurusan Bapak Drs. Syaiful, M.S.i dan Sekretaris Jurusan Ihmu
Politik Indah Adi Pitri, S.Ip; M.Si. Dosen-dosen IImu Politik Pak
Aidinil Zefra, S.Ip, M.S.i, Pak Dr. Asrinaldi, S, Sos, M, S.i, Ibu Dr. Sri
Zulchoriyah, Bang Sadri, , Bang Andri, Ni Ira, Ni Rika, Ni Dewi dan
lainnya. serta seluruh staff pengajar di lingkungan Universitas Andalas.
Terimakasih telah memberikan ilmu, pendidikan dan keteladanan selama
penulis di bangku perkuliahan serta.
. Pegawai Biro Fisip Ibu Lis, terima kasih untuk semua perhatian, bantuan
yang tidak akan mungkin saya lupakan. Maaf ni, mungkin selama ini saya
sudah banyak merepotkan ni Lis tapi dengan sabar selalu melayani dan
membenkan bantuan dalam umsan administrasi pedkulishan Ni Sil,
makasih banyak atas semua informasi yang diberikan, dan juga telah
mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan jilid skripsi serta
kemudahan yang diberikan dalam wrusan surat menyurat di Jurosan,
. Terima Kasth yang asangat dalam kepada: A

Kedua Orang Tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh
kasih sayang Ibuku Nurkhairis dan Papakn Kariman kupersembabkan
sebuah karya ini dengan segenap rasa cintz, sebagai tmgkapah ferima
kasthku untukmu. “Bu” emgkau ibu yang penuh kesederhanaan dalam
mendidik anak-anakmu, di sisimu membuatku lebih tenang dan penuh
dengan kehangatan, sabar dalam menerima curahan hati anakmy, “Pa”
banyak hal yang papa ajari kepada diriku yang tidak bisa aku temukan di
dalam pendidikan formal. Dengan kesabaran hati Papa membesarkan aku
dengan kasih saying yang tulus serta mengajariku banyak hal dalam
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hidup. Akhirnya anakmu ini dapat mencapai gelar sarjana SI di Jurusan
Ilmu Politik berkat doamu yang selalu menyertai anakmu.

Untuk saudaraku tercinta Yudha Kardinal yang selalu memberikn
semangat, menemaniku, membimbingku dan mengingatkanky wntuk
segera tamat, walaupun-kita terus berantam, tapi itu adalah cara aku

- membuktikan rasa sayanéku padamu adikkun. Jangan pernah lelah untuk -
berantam denganku ya Yud!

Buat keluarga besarku, tenma kasih telah memberikanku

' dukungan serta mengingatkankn akan masa depanku. Memarahiku, tapi
ifu sangat berarti dan baik bagiku.

Adekku Riska Wahyu Febriani akhimya abang lulus juga Ka,
walaupun ketinggalan darimu. Terimakasih telah memberikanku semangat
untuk terus berjuang memperoleh gelar sarjana.

7. Ilom Politik 04 {Psykopat), Domni Alen ( makasih telah berusaha keras
membantu ayar dom, memberi semangat, mamunjuakan jalan yang
terbaik, manunjuakan pikiran-pikiran positif serta mengajarkan ayat
menjadi urang yang dewasa. Mokasih banyak Sobatkn sekaligus
Abangku), Cain (OQi DJ, walaupun muluik ang padiah, tapi ity masuak
untuak den. AMokasih banyak sahabatlr DJ), Igbal (woi jawi, cari bana
lah bini lai, lah maranggeh bantuak ma..sahabatla: yang paliang kaliang),
Abenk sonata (Da Tua), Ade Tempe (llanganlah kebiasaan manempe tu
lai, gaji lah banyak ma!f), Al Bombom (mokasi lah manyuruah2? den
bom, agiah semangat den, lah banyak rokok ang abih dek den), Alhas
(ustad gaul, U1 bilo bisa makai rambuik gaul liak, taragak wak
mancaliaknyo), Abror (my brader), Andri (DB (Da Boy) bilo wak touring
liak ko ha), Cabay (mas. banyak cewek manis nampak dek wak mas, jan
manyasa lo masuak FISIP ko dulu mas), Candra alias Cupau (Cupau,
bilo wak main PS lai cup? Lai kamalawan? Bargja lah dipayokumbuah
In), Alex (Dal Alex, Alex Aktifis, Alex Gampo, Malontai lah lai..selamat
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banyak hal yang papa ajari kepada diriku yang tidak bisa aku temukan di
dalam pendidikan formal. Dengan kesabaran hati Papa membesarkan aku
dengan kasih saying yang tulus serta mengajariku banyak hal dalam
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Dengan semua keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, Penulis
menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempummaan, oleh karena itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik.
Akhir kata pennlis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

= e
- - R e oo T Padang, Januari 2012
Penulis,

Rahmat Hidayat
04193005
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah T

Pada masa ofonomi daerah saat ini, peningkatan sumberdaya manusia selalu
menjadi hal klasik yang selaln diperhitungkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah
| daerah dengan otonomi daerahny! pun berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia yang banyak mengakibatkan terjadinya pengangguran dan kualitas
pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
dacrah terus berupaya untuk mengeluarkan peraturan-perafurannya untuk
meningkatkan kualitas samberdaya manusia.

Tujoan Otonomi Daerah adalah terwujudnya Otonomi Daerah yang nyata,
dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nvata berarti bahwa pemberian
Otonomi kepada Daerah adalah didasarkan pada fakia-fakta, perhitungan-
perhitungan, tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-bemar menjamin
dacrah yang bersangkutan untuk mengatur atau mengurus rumah tangga di daerahnya.
Sejalan dengan itu ada empat tujuan Otonomi Daerah yang signifikan bagi
masyarakaf, antara lain 1) Peningkatan kescjahteraan masyarakat, 2) Peningkatan

proses demokrasi, 3) Pemerataan Pembangunan, 4) Pemberdayaan Masyarakat.!

! Sepeti dikutip Noffi Firmansyah, dari Albert Hasibuan, Sutamo, 2002, Oronomi Daerah Peluang
dan Tantangan, Jakartz, Suara Pembarvan, hal. 11



Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan nomor 33 tahun 2004
tentang perimbangan keuangan daerah, ”yakni pembagian tanggung jawab
pelaksanaan kepiatan-kegiatan terfentu pada tingkat-tingkat Pemerintahan, dan
pembagian Sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan
tersebut. Dengan kata lain, hubungan ini menyangkut pembagian kekunasaan di antara
tingkat Pemerintahan. Hak untuk mengambil keputusan mengenai anggaran
Pemerintah misalnya, bagaimana memiperoleh pendapatan dan membelanjakannya
merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan.?

Dana Perimbangan diberikan kepada Daerah agar segenap kewenangan
Daerah dapat terselenggara dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
secara merata, terbuka dan berkeadilan, terutama dari aspek pelayanan kepada
masyarakat semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin
membaik.

Filosoft yang diemban dari kebijakan dana perimbangan kevangan adalah
untuk menyeimbangkan kemajuan pembangunan Daerah secara proporsional,
terbuka, dan berkeadilan dalam mendukung suksesnya penvelenggaraan Otonomi
Daerah yang merupakan bagian Integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan Demikian Otonomi Daerah tidak akan dapat
terselenggara tanpa didukung dana perimbangan, dana perimbangan dialokasikan
pada Daerah sebagai konsekwensi penyelenggaraan asas Desentralisasi, sehingga

kewenangan daerah dapat terselenggara dengan lebih berdaya guna dan berhasil.

? Syaukani HR, 2002, Kapita Selekta Otonomi Daerah, Jakarta, Nuansa Madani, hal 27
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Dengan demikian hubungan dana perimbangan dengan Otonomi Daerah sangat

strategis dan signifikan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi
Daerah?

Sumber pembiayaan keuangan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan .1 +:s:..
pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desenfralisasi, dekonsentrasi dan togas
pembantuan. Hal ini sesnai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.* Dalam
melihat dana perimbangan ini, penelitian ivi akan difokuskan pada DAUN (Dana
Alokasi Umum Nagari). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiavai kebutuhan pengeluarannya
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dalam rangka ofonomi daerah demi mewujudkan daerah vang mampu
berkompetensi dalam segala hal, pemerintah pun harus bekerjasama dengan
masyarakat agar terbentuknya suatu pemerintaban yang layak dan semestinya demi
menunjang peningkatan sumberdaya manusia. Dengan adanya kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat, diharapkan akan terjadi perubaban dalam diri pemerintah
itu sendiri yang mengandung wnsur Good Governance.

Pemerintah pusat maupun daerah sendiri akan terns meingkatkan
kemampuan dan keaktifan masyarakat terhadap pemerintahan menurut tatanan

semestinya, baik itu merupakan tindakan pengawasan ataupun tindakan yang berupa

3 Ibid., hal 28-29
* Op. cit., hal 3



dukungan. Dalam hal ini perlu juga hendaknya pendanaan yang tepat yang digunakan -

untuk meningkatkan kesgjabteraan masyarakat. Dana alokasi umum yang
dicanangkan pemerintah akan berdampak baik terhadap pengembangan sumberdaya
manusia apabila digunakan pada semestinya. - -

Peneliti akan mencoba untuk memfokuskan pada kajian Pengaclolaan Dana
Alokasi Ummn. Pengelolaan DAUN yang dimaksudkan adalah bagaimana cara
nagari untuk mempergunakan DAUN tersebut desigan maksimal. Nagari beserta staf-
staf dan perangkat nagari lainnya wajib mengetahui jumlah dan kegunaan DAUN
agar terdapatnya kejelasan dalam pengelolaan dana tersebut.

. Keuangan nagari dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan nagari
dikelola dalam masa safu tahon anggaran yakni mulai tanggal | Januari sampai
dengan fanggal 31 Desember.” Jadi, pengelolaan keuangan nagart harus dilakukan
dan digunakan sesuai dengan keperluan nagari tersebut yang kemudian akan diawasi
oleh Bamus (Badan Pemusyawaratan ﬁagan).

Dalam penggunaan DAUN, wali nagari harus membuat perencanaan
kegiatan nagari dan rencana operasional pendapatan nagari seperti pajak bumi dan
bangunan, pendapatan asli nagari, dan lain-lain sesuai dengan potensi nagari. DAUN
yg diperoleh oleh nagari Pasir Talang Timur adalah sebesar Rp 73.000.000. DAUN

tersebut dialokasikan secara bertahap per-triwulan dalam satu tahun. DAUN yang

* Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Takurn 2011



diperoleh nagari Pasir Talang Timur dibagi menjadi dua pos, yaitu pos Bamus dan

pos Nagari.

DAUN yang diperoleh oleh Nagari Pasir Talang Timur umumnya hanya
digunakan untuk keperluan inventaris kantor serta beberapa keperluan dari Bamus.®
Ini dikarenakan Nagari Pasir Talang Timur merupakan nagari pemekaran yang baru
berumur satu talmn. Untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, pemerintah
nagari berupaya untuk dapat memaksimalkan dana-dana yang diperoleh nagari untuk
dapa melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, DAUN yang di berikan pada
Nagari Pasir Talang Timur digunakan untuk keperfuan pemerintah nagari beserta
Bamus untuk melengkapt alat-alat penunjang serta berbagai keperluan inventaris

kantor wali nagari.
| DAUN yang diperoleh nagari dari Pemerintah Kabupaten, kemudian
dialokasikan sesuai dengan pos-pos yang telah ditentukan sebelumnva. Dalam hal ini,
DAUN terscbut lebih diutamakan untuk pembangunan fisik aparatur pemerintah
seperti pembenaban kantor wali nagari dan mengisi berbagai keperluan yang akan
berguna untuk melayani masyarakat. Dalam anggaran DAUN tersebut hanya terdapat
dva sub hal yang dialokasikan untuk keperluan masyarakat seperti belanja bantuan
kegiatan pemuda dan sumbangan hari besar. Dana yvang tersedia untuk kegiatan

tersebut jﬁga cukup terbatas, yakni sebesar dua juta rupiah.

® Survai tanggal 4 November 2011



Berikut Pos-Pos penyaluran DAUN Nagari Pasir Talang Timur:

1. Pos Bamus
a. Belaja Pegawai
rrec e - Honor Bamus
e Honor sekretanis BPN
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal '
e Pengadaan inventaris BPN
e Dana tak terduga
2. Pos Nagari
a. Belanja pegawai
b. Belanja barang dan jasa
c Belanja Pemeliharaan
e Pemelibaraan alat-alat kantor
e Biaya rehab kantor.
d. Belanja Perjalanan Dinas
e. Belanja Modal
® Pengadaan alat komputer
* Pengadaan pakaian dinas
e Pengadaan mesin pemotong rumput

f. Belanja Bantuan Sosial

o g LI



* Belanja bantuan kegiatan pemuda
e Sumbangan hari besar -
g. Belanja Bantuan Keuangan
e Bantuan operasional LPMN e
e Bantuan PKK nagari
e Bantuan jamore PKK nagari
h. Belanja Tak Terduga
Pengelolaan DAUN harus berdasarkan pos-pos yang telah ditentukan agar
DAUN fersebut dapat digonakan secara maksimal demi kepentingan Nagari. Dana
yang akan di terima per-triwulannya tersebut yang akan diterima sebanyak empat kali
Ini pun juga dapat membantu wali nagari beserta perangkat nagari untuk dapat
memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Masyarakat vang akan
berurusan dengan nagari akan dilayani oleh pegawai-pegawai nagari sesuai dengan
bidangnya masing. Berikut adalah penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan
belanja nagari menuret Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 tahun 2011:
1. Struktur APB nagari merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Nagan
b. Belanja Nagari
¢. Pembiayaan Nagari
2. Pendapatan nagari bersumber dari:

a. Pendapatan asli nagari (PAN) yang meliputi:



e Hasil kekayaan nagari

e Hasil usaha nagan

+ Hasil swadaya dan partisipasi sumbangan masyarakat
e - Retribusi nagani

e Pungutan nagari

e luaran nagari

Dan lain-lain pedapatan nagari yang syah
b. Bantuan dari pemerintah daerah meliputi

|
e Bagian dan perolehan pajak retribusi daerah ‘
e Bagian dan dana penmbangan keuangan pusata dan dacrah yang

diterima oleh pemerintah nagari dalam bentuka Dana Alokasi
Ummm Nagari (DAUN)
c. Bantuan dari pemerintah dar pemerintah propinsi
d. Sumbangan pihak ketiga
e. Pinjaman nagari
f. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun latu
3. Semua pendapatan dan penerimaan nagari dimasukan dalam APB Nagari.
4. Belanja nagari terdiri daci belanja langsung dan belanja tidak langsung.
5. Belanja langsung terdiri dari:
a. Belanja pegawai/honorarium

b. Belanja barang dan jasa




c. Belanja modal

6. Belanja tidak langsung terdini dari:

a.

b.

C.

d

Belanja pegawai/penghasilan tetap
Belanja subsidi
Belanja hibah

Balanja bantuan sosial

7. Pembiayaan nagari meliputi semua penerimaan yang perlu' dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

8. Pembiayaan nagan terdin dari:

a.

b.

Penerimaan pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan

9. Penerimaan pembiayaan mencakup:

a.

b.

C.

d

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan

Penerimaan pinjaman

10. pengeluaran pembiayaan mencakup:

a.

b.

C.

pembentukan dana cadangan "
penyertaan modal nagan

pembayaran utang



Hasil kekayaan nagari adalah segala hasil yang ditenma nagari dar

penghasilan aset nagari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber keuangan nagari

yang terdiri dari:’

a.

b.

L

Bagian dari dana perimbangan atau Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N)

terdiri dari-*

a.

b.

Tanah nagari o
Pasar nagari

Bag\ngunan nagari

.Objek rekreasi yang diurus nagari

Pemandian umum yang diurus oleh nagari
Hutan nagan

Perairan dalam batas tertentu yang diurus nagari
Tempat-tempat pemancingan disungai
Pelelangan ikan yang dikelola nagari

Jalan nagari

Aset eks desa yang ada dalam nagari

Dan Jam-Jain kekayaan nagari

Dana Alokasi Umuin Nagari (DAUN)

Bantuan penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan bagi Wali

Nagari dan Perangkat Nagari

7 Op. Cirhal 5
¢ Op. Cithal 6




c. Bagian perimbangan PBB
d. Bagian penerimaan pajak air bawah tanah
€. Dan lai-lain bantuan pemerintah
Besamya jumlah DAUN masing-masing nagari tisak sama untuk setiap
nagari dengan mempertimbangakan hal-hal sebagai berikut:
1. Variabel utama (Bobot Nagari):
a. Penduduk miskin
b. Pendidikan
c. Kesehatan
2. Varabel tambahan:
a. Jumlah penduduk
b. Luas wilayah
c. Potensi ekonom:
d. Partisipasi masyarakat

€. Jumlah jorong

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas tadi, maka yang menjadi ramusan masalah dalam
penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan DAUN dinagari Pasir Talang Timur

Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2011.
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C. Tujnan Penelitian
Yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan
pengelolaan DAUN di Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagun

Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2011. Sk,

D. Signifikansi Penelitian
Adapun signifikansi penelitian yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini
adalah:
1. Secara teknis, adalah untuk memperdalam pemahamal;l peneliti tentang nagari
dan pcmerintahﬁn.
2. Secara akademis, adalah vmtuk menambah referensi terhadap pemerintahan
nagari vnfuk dapat meningkatkan sumberdaya manusianya.

3. Secara praktis, sebagal tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan S1.
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BAB II
KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1) Penelitian terdahulu yang relevan

Adapun penelitian terdahulu vang relevan adalah penelitian yang dilakukan
oleh Nofri Firmansyah pada tahun 2006 mengenai Pemanfaatan Dana Alokasi Umum
Dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Nagari Sungai
Kamuyang Kec. Luhak Kabupaten 50 Kota Tahun 2004/2005). Penelitian ini
menjelaskan tentang pemanfaatan dana alokasi umum (DAU).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian im1 adalah metode
kualitatif dengan tipe deskriptif, vaitu penelitian yang menggambarkan secara
deskriptif fenomena yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa
diterimanya DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari) oleh Nagari telah memberikan
perubahan yang cukup berarti bagi Nagari dalam melakukan program-program
Pemerintahan Nagari. Perubahan yang dimaksud adalah sebelum disahkannya
Otonomi Daerah. Pemerintah Nagari hanya mengandalkan PAN (Pendapatan Asli
Nagari) dalam melaksanakan Pembangunan di Nagan. Salah satu tujuan dari dana
DAUN yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari adalah
tentang bagaimana DAUN yang diterima bisa berperan dalam Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia artinva dengan dana tersebut bisa

dimanfaatkan Nagari dalam melakukan program pengembangan Sumber Daya
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Manusia dengan tujuan dana tersebut akan lebih berdaya guna. Kendati Pemanfaatan

DAU yang diarahkan pada program pengembangan Sumber Daya Manusia yang di
atur dalam Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 318 Tahun 2005.
Namun berdasarkan Penelitian -yang dilakukan di Nagari Sungai Kamuyang Kec.
Luhak Kab. 50 Kofa Pemanfaatan DAU belun sepenuhnya bisa mengakomodic
kebutuhankebutuhan yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Mamusia.
Pemanfaatan DAUN untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di Nagari
Sungai Kamuyang cenderung pada pendidikan keagamaan dan kegiatankegiatan PKK
Sementara untuk program peningkatan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pasar
tidak ada. Seperti Pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang bisa menjadi bekal
hidup bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atan masyarakat yang tidak
dapat melanjufkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini discbabkan,
berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa kurangnya perhatian Pemerintah
Nagari Sungai Kamuyang dalam menangani masalah ini, khususnya masalah
pengangguran dan masyarakat yang berpendidikan rendah. Dalam memperhatikan hal
ini perlu juga dipahami bahwa sebagai sebuah Nagari yang memiliki wewenang
dalam mengatur kehidupan masyarakat termasuk dalam hal peningkatan sumber daya
manusia memang diperlukan kegja sama dan svasana yang konduksif di Pemerintahan
Nagari. Namun yang terjadi adalah adanya peﬂcntaﬁgan di Pemenntahan Nagari
dalam hal menjalankan Pemerintahan, alhasil yang terjadi adalah tidak adanya
koordinasi dalam menjalankan program-program Pemerintahan termasuk dalam

melasanakan program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana yang telah
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di atur dalam Keputusan Bupati Nomor 318 Tahun 2005. Semua Program-program
Pemerintahan Nagari di kooptasi oleh Wali Nagari.

Kemudian tidak maksimalnya Program Pengembangan Sumber Daya
-‘Manusia yang di Danai dari DAUN juga di sebabkan oleh kurangnya animo
masyarakat untuk meningkatkan pofensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh tidak
adanya motivasi-motivasi dari Pemerintoh Nagari dalam menangani masalah ini.
Pemerintah Nagari hanya memberikan arahan-arahan sementara untuk tindak
lanjutnya tidak ada. Kemudian pihak Pemerintah Kabupaten melalui PMN
(Pemberdayaan Masyarakat Nagari) juga telah berpartisipasi dalam Program
Peningkatan Sumber Daya Manusia. Namun kenyataan di lapangan yang ditemui
adalah kurang mampunya masyarakat menyerap program-program yang di berikan
PMN. Termasuk aparat Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luhak Kab. 50
Kota. Sehingga dengan adahya hal yang demikian Program Peningkatan Sumber
Daya Manusia tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dan penelitian terdabulu yang relevan diatas, menjelaskan tentang
pemanfaatan DAUN terhadap SDM masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan
melihat serta mendeskripsikan pengelolaan DAUN di nagari Pasir Talang Timur.
Beberapa hal yang mungkin sama dengan penelitian terdahuln yaitu mengenai DAUN
yang merupakan bantuan dana yang dialokasikan kepada masing-masing nagari, tapi
dengan jumlah yang besbeda pada masing-masingnya.

Konsep yang peneliti gunakan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu

dengan menggunakan konsep DAUN serta Pemerintahan Nagari. DAUN merupakan
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konsep utama dalam penelitian ini yang akan menjadi titik awal peneliti untuk

melakukan penelitian. Sedangkan pemerintahan nagari adalah merupakan objek yang

akan dijadikan inti penelitian berikut table perbandingan penelitianaya.

«*Fabel 2.1 e
Nama Judul Penelitian Konsep Lokasi
Nofit Pemanfaatan dana alokasi e DAU Nagari
Firmansyah umum dalam program e Pemerintahan Sungai
peagembangan sumber daya Nagari Kamuyang
manusia Kec. Luhak
Kab. 50 Kota
tahun
20042005
Rahmat Pengelolaan dana alokasi « DAUN Nagari Pasir
Hidayat umum nagari pasir talang e Pemerintahan ~ Talang
timur Nagari Timur Kec.
Sungai Pagu
Kab. Solok
Selatan tahun
2011

2} Pendekatan Teoritis Yang Digunakan
Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang bertujuan untuk

memperjelas penelitian tenfang bagaimana pemanfaatan alokasi dana wmum dalam

menunjang program peningkatan sumberdaya manusia. Oleh karena itu peneliti

menggunakan beberapa konsep sebagai kerangka berpikir awal dalam penelitian.
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a)Dana Alokasi Umum Nagari

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud keuangan nagari adalah semua hak
dan kewajtban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah nagari yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentu kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban nagari tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja nagari adalah
rencana keuangan faluman pemerintahan pagari yang dibahas dan disetnjui bersama
oleh pemerintah nagari dan bamus nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari.’

Dana alokasi umum diajukan pemerintah untuk membiayai pendanaan
setiap daerah baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun
Nagari. Dana alokasi umum ini sendiri teréantlmg dari penerimaan dalam negri yang
juga telah diatur dalam APBN.

Tujuan pengalokasian dana vmum ini adalah untuk meningkatkan tingkat
pelayanan publik oleh pemerintah. Selain itu, dana alokasi umum mi diadakan dalam
rangka otonomi daerah, agar daerah mampu mengolah dan menjaga sumberdaya alam
yang mereka miliki masing-masing, untuk mengatur pendanaan serta pemerintahan
mereka masing-masing sehingga dapat terwujudnya pemerataan pada setiap daerah di
Indonesia.

Pengalokasian dana tersebut juga tergantung dari kebutwhan dari masing-
masing daerah. Daerah yang mempunyai potensi besar tapi memiliki kebutuhan yang

kecil akan memperoleh pendanaan yang sedikit juga. Begitu juga sebaliknya, bagi

? Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan
Anggaran Pendapaton dem Belarja di Kabupaten Solok Selatan Talum 2011
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daerah yang mempunyai potenst sedikit tapi membutuhkan pendanaan yang besar

maka akan mendapatkan alokasi dana yang besar pula. Dengan kata lain, daerah-
dacrah yang mempunyai kapasitas fiskal yang besar, akan memperoleh dana alokasi
" umum yang kecil dibandingkan dengan daerah yang fiskalnya cenderung sedikit atau
terbatas.

Kebutnhan masing-masing daerah dapat ditenfukan dengan menggunakan
variabel-variabel seperti jumalah penduduk, luas wilayah, keadaan peografis.
Sedangkan potensi ekonomi daerah dapat dilihat dari vanabel-variabel seperti
sumberadaya alam dan sumberdaya manusia.

b)Pemerintahan Nagari ’

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa
sukn, mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan
sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan
nagari adalah penyelenggaraan wrusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemenntah nagan dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal-usul nagari
dalam kabupaten.'?

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan Badan Pernmsyawaratan Nagari

¥ Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 fentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Talun 2011
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berdasarkan asal-usul nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."!

Dalam hal nagan, pemerintaban adalah segala badan pengurus nagari
dengan segala organisasi-organisasinya dan pejabat-pejabafnya seperti wali nagari
yaitu kepala pemerintah dalam suatm nagari dan BPAN(Badan Perwakilan Anak
Nagari) serta lembaga adat. Fungsi dari pemerintahan nagari adalah :

a. Legislagf s/ang dilakukan oleh BPAN sebagai aktor utamanya.

b. Eksekutif nagari yaitu adalah Wali nagari sebagai aktornya.

¢. Yudikatif nagari diberikan kepada Kerapatan adat nagari (KAN).

Pemerintah nagari terdiri atas wali nagari dan perangkat nagari. Badan
permusyawaratan nagari yang selanjutnya disecbut Bamus nagari adalah lembaga
permusyawaralan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagard. Wali
nagars adalah pimpinan pemerintah nagarivang kemudian dibantu oleh unsur staf dan
unsur pelaksana nagari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wali
nagari.

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Nagari adalah
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
organisasi Pemerintaban yang terdepan, tefapi tidak lagi berada di bawah Camat,
karena nagari merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang mempunyai susunan

asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Oleh sebab 1tu Pemerintahan

" Peratuan Daerah Kab. Solok Selatan No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari
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Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi

asli yang dimilikinya.

c)Pengelolaan Keuangan Dacrah

oz~ Menurut Mardiasmo dalam buku otonomi dan manajemen keuangan

daerah, ada prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yaitu adanya

perencanaan yang fepaf, pelaksanaan pemanfaatan secara efisien dan efektif serta

pengawasan (monitoring).'?

1.

Perencanaan

Ustuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya
(tupoksi) pemerintah daerah memerlukan baranng atau kekayaan
untuk menunjang pelaksapaan tugas dan kewenangan. Untuk ifu
pemerintah daerah perdlu membuat perencanaan kebutuhan aset
yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan emcana tersebut,
pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya.
Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan
(monitoring) mengenai apakah aset (kekayaan) yang direncanakan
itu dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan oleh daerah.
Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan

berikutanya adalah bagaimana pelaksanaannya, karena kekayaan

* Mardiaswo, Otonomi dan AMangjemen Kenangan Daerali, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, Hlm

238-240
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milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan

prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan terhadap
pemanfaatan aset daerah terscbut agar tidak-terjadi penyalahgunaan'-—-
kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut

pendistribusian, pengaman, dan perawatan.

3. Pengawasan
Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan
hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan
DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor
internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk melihat
konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh peerintah daerah
dengan standar yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk
menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun dalam
pengelolaan aset yang dimiliki daerah.
Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan daerab. Sasaran yang harus
dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset dacrah yaitu:
1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah
menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan
dacrah, penghapusan dan penjualan aset dacrah, sistem pelaporan

kegiatan tukar-menukar, hibah dan regislag.
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2. Terciptanya cfisiensi dan efektifitas penggunaan aset daerah,

3. Pengamanan aset daerah.
4. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan
daerah. gz, -

Menurut Daeng Sudirwo keuangan daerah adalah seatu bidang atau
kegiatan dalam pemerintahan daerah yang menentukan besamya pengeluaran mavpun
penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat
dan keperluan daerah lainnya. Keuangan daerah merupakan pendapatan asli daerah
dan pemberian dari pemerintah berupa dana perimbangan serta sumber lainnya,
sebagai penerimaan daerah. Sedangkan pengeluaran berupa biaya rutin dan biaya
pembangunan daerah."

Hanif Nurcholis dalam bukunya teori dan prakfik pemerinfahan dan
otonomi daerah juga menerangka tentang keuangan daerah secara eksplisit.béliau
mengatakan bahwa, dalam pengangpgaran daerah terdapat tiga analisis yang @ng
terkait yaitu: |

1. Analisis penernimaan
Yaitu analisis mengenai kemampuan daerah dalam menggali
suinber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut. Keunangan
daerah yang schat adalah keuangan daerah yang mampu

meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring

©* Daeng Sudirwo, Pokok-pokok Pemerintahan, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2001 him 39
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.

dengan perkembangan perekonontian tanpa memperburuk alokasi

faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan jumlah biaya
administrasi terfentu. Kondisi ini dapat dilihat dari empat indikator:
1. Daya pajak ( tax effort), 2. Efektifitas (effectifity), 3. Efisiensi

(effeciency), 4. Elastisitas (elasticity).

Yaitu analisis mengenat seberapa besar biaya-biaya dari suatu
pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya
tersebut meningkat. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja rutin,
belanja pembangunan, da pengeluara tidak fersangka.

Belanja rutin terdiri atas administrasi umum, belanja pegawai,
belanja barang, belanja pegjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan
belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Belanja
investasi/pembangunan/modal terdiri atas:

a Belanja publik yaitu belanja yang manfeamya dapat
dimkmati secara langsung oleh masyarakat.

b. Belanja aparatur yaifu belanja yang manfaatnya tidak secara
langsung dapat dintkmati oleh masyarakat tapi dirasakan
secara langsung oleh aparatur.

¢. Pengeluaran transfer yaitu pengalihan vang dari pemerintah

dacrah dengan kriteria:
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1. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan

Jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan
penjualan.

2. Tidak mengharapkan dibayar-kembali pada masa yang
akan datang seperti yang diharapkan pada suatu
pinjaman.

' 3. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti
layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.
3. Analisis anggara
Yaitu analisis mengepai hubungan antara pendapatan dan
pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa
depan. Disini terdapat prinsip-prinsip anggaran yang harus dilihat
yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip disiplin yaitu
penyusunan anggaran harus berlandaskan azas efisiensi, prinsip
keadilan yaitu penggunaan anggaran harus dapat dinikmati oleh
semua anggota masyarakat dalam bentuk pelayanan publik secara
adil, prinsip efektif dan efisien yaitu anggaran aharus dimanfaatkan
untuk sebesar-besar kepuasan masyarakat demi peningkatan
kesejahteraan secara maksimal.
Teori pengelolaan keuangan daerah ini bertujuan sebagai pagar pembatas
agar peneliti dapat membatasi dan menganalisis hasil penelitian apakah sesuai

penerapan atau data-data dilapangan dengan teori yang ada. Pengelolaan keuangan
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daerah disini juga bertujuan untuk memberi penerangan terhadap hasil penelitian agar

peneliti bisa melihat bagaimana Nagari Pasir Talang Timur dapat menjaga dan
memanfaatkan kevangan daerahnya terutama DAUN yang kemudian ditujukan untuk
pembangunan nagari. -, — }

DAUN sendin merupakan bantuan dari pemerintah daerah kepada setiap
nagari unfuk dapat menjalankan pembangunan serta pemerinfahan nagari yang
memicu pada peningkatan kualitas pemerintah serta otonomi daerah. Keuangan
nagari Nagari Pasir Talang Timur diperoleh dari hasil pendapatan asli nagari serta
bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan
yang merupakan unsur penting dari pengelolaan keuangan daerah haruslah menjadi

patokan utama bagi penelitian yang berhubungan dengan keuangan daerah.

B. Skema Pemikiran Dalam Penelitian
Dalam sebuah penelitian, sangat penting diadakannnya survai terbadap
lokasi penelitian yang memungkinkan peneliti mendapatkan data-data dan informasi

tetang daerah vang akan diteliti.
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Adapun skema pemikiran adalah:

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

~e b 2R

APB nagari yang berisikan fentang DAUN dari kabupaten untuk nagari

h

! DAUN Nagar Pasir Talang Timur

Y

Pengelolaan DAUN

Keterangan :
Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat
menyelenggarakan pemerintahan dan pengawasan secara mandiri. UU No.32 tahun
2004 lebih memfokuskan pada azas desentralisasi, dimana selain masing-masing
daerah harus mampu melakukan pemerintahan dengan mandiri, daerah juga harus
mampu menimngkatkan pertumbuhan perekonomian dan sosialnya secara mandiri pula.
Dalam hal ini, pemerintah pusat bukan berarti lepas tangan saja terhadap peningkatan
kesejahteraan dari tiap-tiap daerah, melainkan melakukan tindakan pengawasan dan
kontrol.

Pemerintah Nagari sendiri juga barus selalu melaporkan bagaimana

perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu nagari tersebut. Wali nagari sendiri
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berfungsi sebagai kepala pemerintahan ditingkat nagari, harus melaksanakan tugas
pemerintahan dalam rangka pembangunao serta peningkatan kualitas masyarakat.
Sumberdaya manusia serta sumberdaya alam yang terdapat dalam suatu daerah atau
nagari, harus dikelola dengan baik. Schingga demikian akan terwujudnya pendapatan
dan kemampuan masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.

Penmgkatan kesejahteraan masyarakat ini, seiring juga dengan UU No. 33
tahun 2004 tentang pendanaan daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat
dari tingkat pendidikannya. Pendidikan formal maupun non-formal dapat dilakukan
untuk menunjang adanya peningkatan sumberdaya manusia yang baik.

Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan adalah merupakan salahsatu nagari yang mendapatkan dana alokasi umum
nagari dari pemerintah kabupaten. Pengelolaan DAUN harus disesuaikan dengan
anggaran yang telah dibuat untuk dana DAUN tersebut. DAUN yang secara langsung
diperoleh nagan dari kabupaten merupakan hasil dari penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari.

Dalam APB yang telah diajukan pada Bupati, DAUN akan disalurkan pada
nagari sesuai dengan kemampuan masing-masing nagari yang kemudian akan
diberikan secara bertahap per-triwulan. Pemberian DAUN berikutnya berdasarkan
surat permintaan pembayaran dengan melampirkan laporan keuangan serta surat
pertanggung jawaban triwulan sebelumnya. Dari sinilah kita dapat melihat cara-cara

pengelolaan DAUN yang didapat disetiap nagari.

27




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pedckatan dan.Desain Pencltian  _

Dalam penelitian ini menggunakan pendekat.an kualitatif. Karena peneliti
ingin mengutamakan kualitas dafa yang diperoleh. Dalam bal ini yang akan diteliti
merupakan data analisis dari penyampaian informan terkait dengan masalah
penelitian

Pemakaian pendekafan kualitatif sebagai prosedur penelitian akan
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
pen:]aku yang diamati."? Digunakannya pendekatan ini karena pendekatan kualitatif
memungkinkan peneliti mendekati data, sehingga mampu mengembangkan
komponen-komponen keterangan yang di analis.

Penelitian ini menggunakan tipc penelitian deskriptif, dimana peneliti
berasumsi bahwa dengan menggunakan tipe deskriptif ini akan memberikan

gambaran tentang pengelolaan DAUN di nagari pasir talang timur.

B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai
Pagu Kabupaten Solok. Alasan peneliti memilih lokasi di Nagari Pasir Talang adalah

karena peneliti melihat DAUN yang diperoleh oleh nagari pasir talang yang

" Lexy J. Moleong, Metode Penclitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, him. 3
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berjumlah sebesar Rp 73.000.600 hanya dialokasikan pada keperluan perangkat
nagari dan hanya sedikit untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan Nagari
Pasir Talang Timur juga merupakan Nagari yang baru berdiri secara resmi pada tahun
oo 2011. — ) g : g,
C. Peranan Peneliti
Peranan peneliti dalara penclitian kualitatif adalah merupakan peran utama.
Peneliti adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir

data dan pelapor basil penelitian pada proses penelitian ini.

D. Teknik Pengambilan Informan

Dalam Penelitian ini pemilihan Informan dilakukan secara Proposive
Sampling. Penggunaan teknik purposif sampling dimaksudkan untuk mengambil
sejumlah orang yang dipilih oleh peneliti menurut kriteria yang dimiliki orang
tersebut. Dengan kata lain, informan dipilih dengan cermat sehingga dapat relevan
dengan penelitran. Dalam kata lain, pemilihan informan ini harus sesuai dengan apa
yang akan diteliti, misalnya orang yang terlibat dalam penelitian yang akan
memberikan informasi mengenai objek yang akan diteliti.

Informan yang dipilih dan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Bendahara nagan, yaitu: Rina Febrianti S_Pt

2. Ketua Bamus, yaitu: Syarizal Dt. Rajo I_mam Batuah

3. Sekretaris Bamus, yaitu: Weni Yuliza
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4. Pemuda nagari sekaligus kaur Ekbang nagari, yaitu: Refdi Santosa
5. Masyarakat nagari, yaitu- Ranse Pastal

6. Bendahara Bamus, yaitu: Syamsul Bahari

o TTEI

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh
data yang diperiokan agar tojuan peneliti dapat tercapai Untuk mendapatkan data

tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu.'
Wawancara adalah teknik pengumpulan data vang di gunakan peneliti dengan
mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (Interview) yang akan
memberikan jawaban_ "¢

Bentuk wawancara dan pertanyaan yang diberikan adalah sesuai dengan
topik yang dikemukakan sesuai dengan apa yang akan diteliti. Sedangkan bentuk
wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu, dimana

peneliti tidak mengpgunakan pedoman wawancara yang felah fersusun secara

** Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2005, him, 72
' Lexy J. Moleong, Metode Penzlitian Kualitarif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm 135
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sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Yang ditanvakan dalam bentuk

wawancara ini adalah garis-garis besarnya saja.

2. Dokumentasi-

Dokumentasi terbagi atas dua yakni dokumen internal berupa memo,
pengumuinan, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat ferfentn yang digimakan
dalam kalangan sendiri. Dokumen sosial yaitu berisi bahan-bahan informasi yang
dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan
berita yang disiarkan kepada media massa. '’

Dalam teknik dokumentasi ini, peneliti mengambil dokumen internal karna
doknmen tersebut lebih menjelaskan tentang DAUN yang juga terdapat aturan-aturan

mengenai DAUN yang akan membantu peneliti dalam memperoleh data.

F. Unit Analisis
Unit analisis dalam suatu penelitian sangatlah berguna untuk menfokuskan
kajian yang akan diteliti, atau dengan kriteria-kriteria tertentu agar dapat menjawab
masalah penelitian diakhir proses penelitian yang akan dilakukan nantinya. Unit
analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu Pemerintah Wali Nagari Pasir

Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

U Lexy J. Moleong, Metode Penclitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, him 163
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G. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
triangulai data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ity untuk keperluan pengecekan-atau
sebagai pembanding terhadap data itn.'®

Data yang peneliti sajikan adalah data yang relevan setelah dilakukan
triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Informasi yang didapat melalui
wawancara dibandingkan dengan dokumen yang diperoleh. Data vang peneliti
temukan dilapangan akan di triangulasi dengan data yang peneliti peroleh melalui
wawancara dari perangkat nagari dan kemudian ditriangulasi Jjuga dengan hasil

wawancara dengan masyarakat nagari.

H. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sinfesa, menyusun kedalam pol dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupum orang lain."
Seluruh data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode

kualitatif melalui interprentasi etik dan emik. Informasi etik merupakan pandangan

¥ Ibid, him 178
' Sugiyono, op,cii., him, 89
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dari peneliti berdasarkan pada fcori yang ada, dan informasi emik merupakan

pandangan informan.

L. Rancangan Sturktar Penelitian .
Adapun rancangan struktur penulisan dalam penelitian ini adalah:
BAB I PENDAHULUAN
_Pada bab ini, peneliti mencoba menjelaskan latarbelakang penelitian, alasan
ketertarikan peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta signifikansi dalam
penelitian tersebut.
BAB I KERANGKA TEORI
Pada bab ini, peneliti mencoba menjelaskan tinjauan kepustakaan yang
berisikan penelitian terdahulu yang relevan serta pendekatan teoritis vang digunakan.
Dilanjutkan dengan skema pemikiran dalam penelitian.
BAB 11l METODE PENELITIAN
Pada bab ini, peneliti menjelaskan metode yang dipakai dalam penelitian
serta dalam mengolah dan menganalisa data penelitian.
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini, peneliti mencoba menggambarkan lokasi penelitian yang
digunakan unfuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti.
BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN
Pada bab int, peneliti harus memaparkan hasil penelitian yang ditemukan

dilapangan.
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

' l.. Keadaan Geografis Kabupaten Solok Selatan e

Kabupaten Solok Selatan terletak antara 1° 17° 13” — 1° 46° 45” Lintang
Selatan dan 100° 53° 247 — 101 26° 27" Bujur Timur. Secara adminisiratif, lnas
wilayah Solok Selatan adalah 3.346,20 km per segi yang didominasi oleh hutan
negara, yaitu sekitar 37,31 persen.

Kabupaten Solok Seclatan ferletak dibagian selatan dan merupakan
kabupaten di Propinsi Suinatera Barat yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Solok

Scbelah Selatan  : Propinsi Jambi

Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Selatan

Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Hingga akhir tahun 2010, jumlah kecamatan Kabupaten Solok Selatan tidak
mengalami perubahan seperti halnya pada akhir tahun 2009, vaitn masih tujuh
kecamatan. Namun pada tingkat nagari dan jorong terjadi pemekaran daerah. Daerah
Solok Selatan cendernng berbukit-bukit dan merupakan dacrah aliran sungai. Tercatat
terdapat 13 buah sungai yang relatif besar mengaliri daerah ini.

Kecamatan yang terdapat di Kabupten Solok Selatan adalah

1. Sangir

2. Sangir Jujuan



3. Sangir Balai Janggo
4. Sangir Batang Hari
5. Sungai Pagu
6. Pauh Duo —
7. Koto Parik Gadang Diateh
Pemekaran yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari tujuh
kecamatan, 39 nagari dan 195 jorong pada tahun 2010, menjadi tujuh kecamatan, 39
nagari dan 215 jorong pada tahun 2011.
2. Kependudukan
Dari perhitungan penduduk diperoleh jumlah penduduk Solok Selatan tahun
2010 yaitu 144 ribu jiwa. Dengan luas daerah 3.346,20 kin per segi, kepadatan
penduduk di Kabupten Solok Selatan relatif masih rendah yaitu sekitar 432 jiwa per
km per segi. Dari ketujuh kecamatan di Kabupten Solok Selatan, Kecamatan Sangir
merupakan kecamatan terpadat, yaitu dengan 60,37 jiwa per km dan kecamatan yang
masih relatif jarang adalah kecamatan Sangir Balai Janggo, yaitu 22 88 jiwa per km
per segi.
3. Profil Nagari Pasir Talang Timur
a. Sejarah nagari
Nagari Pasir Talang Timur merupakan nagari pemekaran pasir
Talang Induk yang mana dahulunya Nagari Pasir Talang Timur terdiri dari
dua jorong yaitu jorong koto kaciak dan jorong sigintir dan pada tahun

2008 atas aspirasi masyarakat kedua jorong untuk melakukan pemekaran
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nagari dan difasilitasi dengan terbentukanya Panitia Pemekaran Nagari

Pasir Talang Timur dengan ketentuan dan syarat pemekaran suatu nagari
harus memiliki minimal empat jorong, maka jorong koto kaciak
- dimekarkan menjadi dua jorong yaitu jorong koto kaciak dam jorong
bandar dalam. Kemudian jorong sigitir dimekarkan menjadi jorong
sigintir dan jorong pampangan dengan batas-batas wilayah yang telah
disepakati olci: masyarakat. : |

Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Solok Selatan Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasir Talang,
Pemenataban Nagari Pasir Talang Barat, Pemerintahan Nagari Pasir
Talang Timur dan Pemerintahan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan
Sungai Pagn yang ditefapkan di Padang Aro pada tanggal 29 Oktober
2009, maka pada tanggal 23 Februari 2010 dilantiklah PJ. Wali Nagari
Pasir Talang Timur.
. Jumlah dan petumbuhar penduduk

Jumlah penduduk setiap nagari merupakan salah sate modal dasar
dalam pembangunan. Hal ini dimaksud apabila jumlah penduduk tersebut
dapat diberdayakan sesuai dengan ilmu dan pengetahvan maka
pembangunan tiap nagari dapat dipenuhi namun apabila penduduk tidak
diberdayakan maka akan menimbulkan permasalahan sehingga

pembangunan tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap jorong, maka fercatat
Jumlah penduduk di nagari Pasir Talang Timur pada tahun 2011 adalah
1.799 jiwa

Tabel 4.1 ‘G

Jumiah Penduduk Nagari Pasir Talang Timur

Jumlah
No Jorong Total
KK Laki-laki perempuan 1
1 Koto Kaciak 103 134 196 380
2 Bandar Dalan 110 200 210 410
3 Sigintir 142 261 280 541
4 Pampangan 126 220 248 468

Jumlah 481 865 934 1799

¢. Keadaan Ekonomi

Secara garis besar perekonomian di Nagari Pasir Talang Timur
cukup memadai dan menunjang kebutuhan keluarga, walaupun
masyarakat Nagari Pasir Talang Timur pancarian utama penduduk adalah
tani namun mercka dapat memanfaatkan dan mengolah dengan baik
schingga mendapatkan hasil panen sesuai dengan apa yang mereka
kehendaki walaupun tidak selaln berhasil, ada juga gagal panen yang

disebabkan dengan salah satu banyaknya hama penyakit.
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Disamping petani masyarakat Négari Pasir Talang Timur juga
mempunyai mata pencarian sebagai burub, pedagang, PNS, kontraktor,
Polri, sopir, ojek, dan sebagainya.

d. Pemerintahan Nagari

Nagarn Pasir Talang Timur secara geografis memiliki Juas wilayah ~
535,5 km per segi yang terdini dari dataran dan perbukatan. Secara
administratif Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur berbatasan dengan '

Sebelah Utara - Nagari Pasic Talang

Sebelah Selatan  : Nagari Pasir Talang Selatan

Sebelah Timor  : Kecamatan Sangir Batang Hari

Sebelah Barat  : Nagari pasir Talang Selatan, Nagari Pasir

Talang Barat, Nagari Pasir Talang
Nagari Pasir Talang Timur dibagi menjadi empat jorong yaitu:
e Jorong Koto Kaciak
e Jorong Bandar Dalam
o Jorong Sigintir

¢ Jorong Pampangan

Nagari Pasir Talang Timur dibuni oleh 1.799 jrnwa peaduduk
dengan 481 KK (Kepala Keluarga), penyebaran penduduk merata disetiap

jorbng. Penduduk Nagari Pasir Talang Timur pada umumnya adalah etnis
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Minang Kabau yang berhubungan erat keberadaan Kerajaan Alama
Surambi Sungai Pagu yang berpusat dalam Kenagarian Pasir Talang.
4. Potenst Nagari
- Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan.
Peningkatan mutu pendidikan salah satu prioritas utama dalam pembangunan sumber
daya manusia di Nagari Pasir Talang Timur, dan pendidikan merupakan salah satu
kunci kesuksesan pembangunan nagari.
Tabel 42

Jumlah Sekolah Dasar di Nagari Pasir Talang Timur

Jum!labh Guru PNS Jumlah
No. Nama Sekolah
PNS Non PNS Maurid
1 SDN 25 Koto Kaciak 7 6 110
2 SDN 03 Sigintir 7 6 128
Tabel 43

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No. Nama PAUD Alamat
1 PAUD Miftahul Jannah Jorong Sigintir
2 PAUD Babussalam Jorong Pampangan
3 PAUD Durian Jorong Bandar Dalam
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Dalam rangka memacu keberhasilan dibidang pendidikan, maka yang akan

dilakukan adalah :

I

Meningkatkan sumber daya manusia yaitu guru-guru melalui pelatihan
maupun seminar untuk menambah wawasan agar Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) dapat diterapkan dalam rangka merangsang siswa
agar terus belajar sesuai dengan KBK terscbut.

Dalam peningkatan mutu pendidikan tersebutdisamping murid, guru
juga akan diberikan penghargaan bagi guru maupun murid yang
berprestasi bagi Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan yaitu sebagai
guru teladan maupun penghargaan lainnya.

Disamping pendidikan guru, juga diharapkan kepada orang tua murid
unfuk berperan akfif agar apmak didik bisa meningkatkan mufu
pendidikan dengan memberikan makanan bergizi dan keschatan
'melalui program dari kerjasama antara Dinas Pendidikan, Badana
Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabulpaten Solok
Selatan. :

Tabel 4.4

Tingkat pendidikan masyarakat di Nagari pasir Talang Timur

No.

Jorong Tingkat Pendidikan Jumlah

1

Bandar Dalam SD 131

SLTP 33

4]



SLTA 18

S1 5

2 KotoKaciak SD 74
AT SLTP 76

SLTA 70

S1 18
3 Sigintir SD 171
SLTP 112
SLTA 119

S1/Pt 18
4 Pampangan SD 158
SLTP 100

SLTA 80

S1 6

Selain pendidikan, keschatan pun juga turut berpartisipasi dalam menunjang
pembangunan nagari. Nagari Pasir Talang Timwur telah memiliki sarana dana
prasarana safu buvah PUSKESMAS PEMBANTU memadai yang didekung satu orang
bidan. Disamping puskesmas pembantu, masyarakat Nagari Pasir Talang Timur
dalam hal pengobatan juga memanfaatkan jasa bidan desa/jorong, yang mana disetiap

Jorong di Nagari Pasir Talang Timur telah memiliki bidan desafjorong yang telah bisa
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dipercaya oleh masyarakat. Disamping itu, bagi sekolah ada juga sarana untuk
mendukung kesadaran hidup sehat yang dimulai dari Sekolah Dasar yang dinamakan
Usaha Kesehatan Sckolah (UKS), hal tersebut dilakukna untuk lebih meningkatkan
kesehatan dan melatih diri untuk hidup sehat mulai dari usia dini. it

Tabel 4.5

Sarana dan prasarana keschatan di Nagari Pasir Talang Timur

Jorong
Ne. Sarana/Prasaran Koto
Bandar Dalam Siginfir Pampangan
Kaciak
1 Puskesmas Pembantu - - 1 -
2  Posyandu - 1 i 1
3 BidanDesa 1 1 2 1

Dalam hal petanian, Juas wilayah yanrg lebih kurang 535,5 km persegi yang
dimiliki Nagari Pasir Talang Timur sebagian besar merupakan laban pertanian dari
total lahan yang ada ferdapat beberapa ladang, kolam dan tegalan maupun kebun
rakyat. Areal sawah yang ada di Nagari Pasic Talang Timur memiliki tipe sawah
d_egan pengairan dari Sungai Batang Langguang, dengan kondisi irigasi desa yang
tidak permanen dan sangat memprihatinkan.

Saat mi terdapat beberapa kelompok tani di Nagari Pasir Talang Timur yang
masth aktif, dimana tujuan kelompok tersebut umtuk lebih meningkatkan

kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Nagari Pasir Talang Timur, yang untuk
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sekarang terdapat beberapa kelompok tami yang berada dibawah naungan
GAPOKTAN BAKOSTA.
Tabel 4.6

Kelompok tani yang ada di Nagari Pasir Talang Timnr

Ne. Nama Kelompok Alamat Ketua
1  Lompur Mas Bandar Dalam Muswardi
2  Wanita Lumbung Padi Bandar Dalam Yurliati
3  Padi Sarumpun Bandar Dalam Abdul Hadi
4  Maju Java Koto Kaciak Matti Firdans
5 Majp Sigintir Mifdol Hasan
6  Mekar Sari Sigintir Cumira
7  Sakato Sigintir Masrial
8 Restu Illahi Siginfir Neti Gosni W.
9  Sepakat Sigintir St. Sahrir
10 Saiyo Pampangan Syamsnul B.
11 Serumpun Pampangan Nopi Metra
12 Sungai Languang Bersatu Pampangan Akmal
13 Harapan Baru Pampangan Ismayoni
14 Sukma Menghijau Pampangan Asnawati

44



Dari segi petemakan, masyarakat Nagari Pasir Talang Timur juga

memelihara temak seperti ayam, itik, kambing, sapi dan kerbau.
Tabel 4.7

Peternakan yang terdapat di Nagari Pasir Talang Timur.

No. Jorong Ayam 1tk Kambing Sapi ©~ Kerbau
1  Bandar Dalam 185 22] - 3 15

2 Koto Kaciak 139 4 - 3 2

3  Signtir 261 74 - 1 3

4  Pampangan 254 71 - 1 7

Potensi alam yang dimiliki Nagari Pasir Talang Timur juga ada beberapa
macam diantaranya:
¢ Tambang Emas Bukit Kandi.
e Tambang Pasir (Galian C).
¢ Sarang Burung Walet Goa RBT.

Nagﬁri Pasir Talang Timur juga memiliki beberapa Rumah Ibadah. Seiring
dengan slogan baliak ka nagari yang beratti baliak ka surau yang dikumandangkan
oleh pemerintah Propinsi Sumatera Barat di era ofonomi daerah, belum berarti sefiap
masyarakat bisa menerapkan hal tersebut, karena kurang optimalnya masyarakat

untuk menerapkan himbauan tersebut. Disamping itu juga behmm memadainya sarana




dan prasarana schingga kondisi tersebut akan mengakibatkan rendahnya pemahaman

agama khususnya untuk generasi muda.

Tabel 4.8
pra Sarana dan.prasarana tempat ibadah di Nagari Pasir Talang Timur
Sarapa dan prasaraha
No. Jorong
Mesjid Mushalla MDA
1 Bandar Dalam - 1 -
2 Koto Kaciak - 2 -
3 Sigintir 1 1 1
4  Pampangan - 1 |
Jumlah I 5 1

Sedangkan untuk jenis kegiatan keagamaan, masyarakat mengadakan
yasinan/wirid yang tiap-tiap jorong mengadakan safu kali seminggu tepatnya pada
hari Jum’at. Sedangkan untuk rourid MDA/TPQ mengadakan didikan subub dan
pawal dalam menyambut hari besar Islam tepatnya manlid Nabi Besar Muhammad
SAW. Darn segi kegiatan masyarakat nagari Nagard Pasir Talang Timur masih
ekurangan ilmu uniuk lebih memahami tentang keagamaan sechingga masih
terdapatnya pemuda yang buta akan Agama dan baca Al-Qur’an.

Dari segi sarana dan prasarana umum, Nagari Pasir Talang Timur terdapat

beberapa sarana yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik dari listok

46




seperti penerangan lampu jala dan air yang terdapat penampungan air bersi (PDAM)
dan sumber air minum dari mata air.
5. Lembaga Nagari

Sesuai dengan Perda No 6 tahun 2009 fentang pemerintahan nagari. Nagari
adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu
dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan filosofi adat Mmang Kabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah) dan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah
Propinst Sumatera Barat. Nagari dipimpin oleh seorang Wali nagari yang kemudian

akan dibantu oleh sekretaris nagari beserta staf-stafnya.
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Struktur Pemerintahan Nagari Pasir Talang Timur

Wali Nacari Bamus
Solbetri - - - - - - - - — — — — - Syafiizal
[ < 3 .
Sel. Nag, Sek. Bamus
NogilMetta 'SH* | —emr™ T 7 0 10 T—— Weni Yuliza
Kaur Kaupr, Kaur, Kaur. Kesra
Pemerintahan Kenangan Ekbang Penija
Nopi Metiz, SH Rina Febrianti, Refili Santosa Yulianti
SPt
Staf Pelayanan
Popi Mulya
Mike Setri
Nor Gusmita
Kepala Jorong Kepala Jorong Kepala Jorong Kepala Jorong
Koto Kaciak Bandar Dalam Sigintir Pampangan
M. Dardi Irwan Juntr Jasmon Deseml Putra

Di Nagari Pasir Talang Timur juga terdapat Lembaga Pemberdayaan

anggota.

Masyarakat Nagari (LPMN). LPMN terdiri dari satu orang ketua dan sembilan orang
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Tabel 4.9
LPMN Pasir Talang Timur
No. Nama Jabatan
U 1 Yunasril - Ketua

2  Alwis Papay N Wakil Ketua
3 Helfi Hendra Agus Sekretaris [
4  Malti Firdaus Sekretaris IT
5 Sri Wahyumi Bendahara
6 Marsis Anggota
7 Yurnalis Anggota
8 Afdal Anggota
9 Masrul Angpota
10 Yamalis Anggota

Bamus yang berfingsi scbagai badan penmusyawaratan pagari mempunyai
anggota delapan anggota yang dikepalai olek satu orang. Bamus adalah Lembaga
permusyawaratan nagari scbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari.®
Anggota Bamus terdiri dari unsur Niniak Mamak, tokoh Adat, tokoh Agama Cadiak
Pandai/Cendikiawan, Bundo Kanduang, tokoh perempuan lainnya yang tumbuh dan

berkembang utusan jorong dan utusan pemuda yang ada di dalam nagari.

® Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan
Anggaran Pendaparan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Tabum 2011
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Tabel 4.10

Keanggotaan Bamus Pasir Talang Timur

No. Nama Jabatan
1 Syafrizal Dt. Rajo Imam Batuah IS5 % Kefoa
2 Drs. Arijon Dt. Indo Mangkuto Wakil Ketua
3  Weni Yuliza Sekretaris
4  Syamsul Basn Bendahara
5 T Mulyadi Anggota
6 Akmalivs Anggota
7 Desmaniar Anggota
8 Belkis Nadi Anggota
9  Abdul Hadi Angpota
Di pagari Pasir Talang Timur juga terdapat Pemuda Nagari.
Tabel 4.11
Pemuda Nagari
No. Nama Jabatan
1 Nazwar Ketua
2 Sasril Wakil Ketoa
3 Refdi Santosa Sekretaris
4  Ranse Pastal Bendahara
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BABYV

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Dana Alokasi Umum Nagari

Sebagai salah satu nagari yang dibilang muda, Nagari Pasir Talang Timur
secara resmi baru berusia satu tahun. Dengan usia yang tergolong muda tersebut,
Nagari Pasir Talang Timur pun mencoba mengelola seluruh kekayaan alam dan
potensi-potensi nagari dengan baik. Berbagai dana pun diupayakan untuk dapat
membangun nagari dibawah kepemimpinan wali nagari yang baru. Sebelumnya,
Nagari Pasir Talang Timur dipimpin oleh pejabat sementara wali nagari yang pada
bulan Desember 2010 baru diresmikan sebagai Pejabat Wali Nagari.

Dalam wpaya membangun vagari, pemerintah nagari pun memulai
pembangunan dari tubuh pemerintah nagari sendiri. Baik ifu dari Wali Nagari
maupun dari Bamus. Dalam menjalankan pemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh
perangkat nagari, vaitu unsur st:;f dan unsur pelaksana yang membantu Wali Nagari
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam pemerintahan, setiap nagari menganggarkan dana utnuk kebutohan
nagari. Baik itu dana dari hasil alam nagari maupun dari banfoan Pemerintah
Kabupaten. Keuangan yang diperoleh nagari harus di alokasikan pada hal-hal yang
dirasa perlu untuk di bangun dan diperbaiki. Keuangan nagari sendiri adalah semua

hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintaban nagari yang dapat
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dinilai dengan vang, termasvk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiba nagari tersebut.

Pengelolaan kevangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan-.
pengawasan keuangan. Setiap nagari mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah
Kabupaten sesuai dari Anggaran Peadapatan Belanja Nagari. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang
ditetapkan dengan Peraturan Nagari_

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari
sesuat dengan kewenangannya menyelenggarakan keuangan nagari. Pelaksanaan
teknis pengelolaan keuangan nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali
Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuanéan nagari. Kevangan nagari pun
dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuanpan nagari dikelola dalam masa satu
tahun anggaran vaitu ulai dari tanggal | januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam menyusun APB npagari, Pemerintah Nagari harus menyiapkan,
memperhatiakn dan melakukan hal-hal berikut:

a. Menyusun rencana pembaugunan nagari yang berorientasi Jangka
panjang, RPJM nagari dalam bentuk perencanaan strategis dan rencana

kerja tahunam.
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b. Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap kewenangan

pemernintah nagari yang terdiri dari:
I. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul nagari.
2. Tugas pembantuan dariczpemerintah, pemerintab propinsi
dan/atau pemerintah daerah.
3. Kewenangan atan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah
Daerah kepada nagari.
4. Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan Pemerintah Daerah
berdasarkan prinsip dekonsetrasi.
. Menginventansir kekayaan nagari yang scbelumnya dikelola oleh
pemerintah desa.
- Mengidentifikasi dan menginvetarisir potensi nagari baik sumber daya
manusia maupun sumber daya alam yang ada schingga dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat nagari.
. Melakukan penataan dan pengisian terhadap kelembagaan pemerintah
nagari dan kelembagaan pendukung lainnya.
Memprioritaskan ~ kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan
persatuan dan mencipfakan svasana aman dan oyaman dalam
kehidupan masyarakat nagari.
. Memperhatikan kegiatan penyusunan Peraturan Nagari baik yang
mengatur tata kehidupan anak nagari maupun yang mengatur tentang

Pendapatan Asli Nagari.
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Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang mendorong berhasilnya
pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan
nagart.

Menumbuhkan sikap gotong royong.

Memumbuh kembangkan kehidupan yang berlandaskan kepada adat
basandi syara’, syara’ basandi kitabullah dengan program kembali ke
surau.

Pos Belanja Bamus Nagari dimasukkan dalam kelompok belanja
langsung dan dilakukan pemisaban vang tegas dengan pos belanja

Pemerintah Nagari.

APB dimaksudkan agar Pemerintah Nagan dapat mencanangkan program-

program uagari yang akan membutuhkan dana yang tidak terduga. Pemerintah nagari

sendiri dapat membuat APB vang telah disetujui bersama Bamus untuk kemudian

. diberikan kepada bagian Pemerintah Nagari di kantor Bupati. Mengenai bal-hal

pembangunan nagari, Pemerintah Kabupaten menyiapkan bantuan terhadap nagan

antara lain:>!

1.

Bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di
nagari.
Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dacrah yang

diterima oleh pemerintah nagari dalam bentuk dana perimbangan yang

* Peraturan Bupati Sofok Selatan nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Talum 2011
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meliputi Dana Alokasi Desa/Nagari, Dana Alokasi Khusus Nagari
yang besarnya masing-masing nagari ditentukan berdasarkan
pethitungan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerzh.
~3. Bagaian penerimaan PBB dipergunakan wntok operasional-PBB
dinagari dan jorong, dengan pembagian sebagai berikut:
¢ Sebesar 30% untuk operasional Wali Nagari.
's  Sebesar 70% untuk operasional petugas pengelola.
Pengelolaan APB nagari
1. Dalam Pelaksanaan APB napari, Wali Nagari menetapkan ketentvan-
ketentuan -pelaksana yang ditetapkan dengan peratruan wali nagari dan/atau
Keputusan Wali Nagari.
2. Untuk pengelolaan APBN Nagari, Wali Nagari menetapkan:
a. Atasan langsung bendahara nagari.
b. Bendahara Nagari dalam hal ini bisa langsung dijabat oleh Kepala
Urusan Keuangan Nagari. i
¢. Pengelolaan dan penerima pendapatan asli nagari.
d. Petugas pengelola PBB nagari.
3. Atasan langsung bendahara nagari adalah sckretaris nagari yang bertanggung
jawab atas pengeleloaan keuangan nagari.
4. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Nagari karena suatu hal, maka

selambat-lambatnya dalam satw bulan Wali Nagari dapat mengangkat
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pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Nagari dari salah seorang Kepala Urusan
selain Kepala Urusan Kevangan/Bendahara Nagari.
. Sekretatis Nagari selaku atasan langsung Bendahara Nagari wajib
menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan nagari
kepada Wali Nagari setiap bulan dengan membuat berita acara.
. Laporan pertanggung jawaban tembusannya disampaikan kepada Bamus
Nagari. '
Bendahara Nagari mempunya tugas da tanggung jawab sebagai berikut:
I. Melaksanakan pembukuan keuangan.
2. Menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan
keuangan.
3. Setiap bukti pembayaran harus atas persetujuan atasan langsung
Bendahara Nagari dan diketahui oleh Wali Nagari.
4. Memungut dan menyetor PPh, PPn ke Kas Negara, dan pendapatan
daerah lainnya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membantu Wali Nagari menyusun laporan pertanggung jawaban
anggaran kepada Bamus Nagari
6. Bertanggung jawab terhadap keuangan nagari yang dikelolanya.
7. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban selambat-lambatnya

tanggal 10 bulan berikutnya.



8. Untuk tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan nagari akhir
tahun laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember.
9-:Dalam pegelolaan -keuangan nagari, bendahara nagari wajib
menyelenggarakan pembukuan sebagai berikut:
a. Buku kas umum Nagari
b. Buku kas ‘pembantu belanja langsung
¢. Buku kas pembantu perjenis penerimaan
d. Buku kas pembantu perjenis pengeluaran
€. Buku register SPPU
f. Buku register SP2D
g. Buku kas bank
b Buku pembantu PPh, PPn dan pendapatan nagari lainnya
10. Bendahara nagari wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengelolaan
kevangan nagari dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai
kebutuhan
11. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan pagari wajib didukung
dengan tanda bukti vang lengkap dan syah serta dapat dipertanggung
Jjawabkan.
12. Setiap pembayaran yang sifatnya sangat prinsipil terlebih dahulu harus

mendapat persefujuan prinsip Wali Nagari secara tertulis.
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Setelah ditetapkan APB nagari, pemerintah Wali Nagari jupa memasukkan
pendanaan nagari seperti DAUN kedalam APB yang kemudian diberikan kepada

Bupati untuk dicairkan

1. Mekanisme pencairan tahap pertama DAUN

a. Pencairan dana untuk belanja operasional pemerintaban
dikelnarkar pertriwulan.

b. Surat perminfaan pembayaran (SPP) diajukan oleh Bendahara
Nagari yang disetujui oleh atasan langsung serta diketahui Wali
Nagart dan Camat kemudian disampaikan pada bagian
Pemerintahan Nagari sekretariat daerah yvang disertai dengan
rekomendasi Camat untuk permintaan pembayaran SPP.

¢. Berdasarkan SPP Nagari. Bagian Pemerintahan Nagari membuat
Telaah Staf (TS) secara kolektif kepada Bupati untuk persetujuan
pencairan DAUN seluruh nagari.

d. Setelah TS disetujui oleh Bupati, Bagian Pemerintahan Nagari
mengajukan permintaan pencairan DAUN kepaﬂa Dinas
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD)
dengan melampirkan Surat permintaan Pembayaran (SPP)
permintaan dari Nagari yang beserta rekomendasi dari Camat.

¢. Berdasarkan permintaan Bagian Pemerintahan Nagari,

Bendahara Pengelvaran DPPKAD mengajukan permintaan
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¢. Surat permintaan pembayaran, [aporan keuangan friwulan
sebelumnya serfa rekomendasi Camat disampaikan kepada

Bagian Pemerintahan Nagari.

Seam o

« BT

B. Tata Cara Penyaluran DAUN
Dana Alokasi Umum Nagari meropakan dana bantuan yang diberikan oleh
pemerintah kabupaten kepada pemeriafah npagari wniuk dapat menjalankan
pemerintaban dengan baik. Dalam APB nagari tahun 2011, Pemerintah Nagari Pasir
Talang Timor juga menganggarkan permintaan DAUN yang telah lengkap dengan
pembagian masing-masing pos nya. APB tersebut kemudian diberikan kepada bagian
Pemerintahan Nagari di Padang Aro vntuk kemudian disahkan oleh Bupati.
Hatl ini juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Bendahara Nagari Pasir
Talang Timur Rina Febrianti, S. Pt yang menyatakan bahwa:
"DAUN didapat dari pemerintal nagari di kantor Bupati untuk tahun ini Rp
80.000.600. Termasuk dana sharing wali nagari. Pertama cuma
dianggarkan Rp 73.000.000 untuk tahun ini, pemeriniah nagari berusaha
memaksimalkan dana tersebut pertrivulannyva. Jadi mengajukan trivulan
sebelummya, setelah dibuat SPJ, diminta ke Camat SPP.dan diantarkon ke
Pemerimtahan Nagari. Kemudian di TS, diajukan ke Bupati, kemudian TS
tersehut diajukan kepada DPPKAD beserta kuitansi dan SPJ. Lalu
DPPKAD baru memasukan dana tersebut ke rekening wali nagari ">
Nagari Pasir Talang Timur terlebih dahufu harus mengajukan Surat

Permintaan Pembayar kepada Bupati yang kemudian baru bisa dicairkan. DAUN

* Wawancara dengan Rina Febrianti, S. Pt. Pasri Talang Timmur. Solok Selatzm_ Kamis 15 Desember
2011
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untuk masing-masing Nagari diturunkan per-triwulan. Jadi dalam jangka waktu satu
téhun, Pemerintah Nagari mendapatkar empat kali bantuan DAUN yang masing-
masing jumlabmya berbeda-beda. Hal senada juga dinyatakan oleh Refdi Santosa
selaku pegawai di kantor Wali Nagari dan Seckretaris Pemuda. ST
"Dana DAUN diturunkan secara triwulan sebanyak 4 triwulan, penyaluran
sesuqi untuk apa saja, sesuai dengan pos-posnya. Jadi tinggal di cek dan
disesuaikan dengan kuitansi dan anggaran yang ada. Jadi laporan triwulan
I di laporkan kepada Bupati untuk mendapatkan dana DAUN utk triwulan
yang ke 2. tiap triwulan dana yang diierima berbeda2. makin keujung dana
yemg diperoleh makin sedikit™
Bagian DAUN yang di alokasikan untuk kepeduan Bamus juga terdapat di
dalam nagari. DAUN yang diturunkan dari Pemerintah Kabupaten, di Nagari
kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk pemerintah nagari dan wntuk
Bamus. Dalam Wawancara bersama Ketua Bamus Bapak Svafrizal Datuak Rajo
Imam Batuah mengatakan bahwa;
“DAUN disesuaikan dengan pos-pos yang ada. Bagian-bagian yang ada
disesuaikan dan penyalurannya sama diseluruh nagari. Tidak ada
penggunaan yang melenceng dari pos-pos yang telah ditentukan. Dana
DAUN yang di alokasikan sama dengan dana kepada wali. Dan kemudian
dibagikan kepada Bamus dan digymakan seswai dengan pos-pos yang
ad. au.'.’-l
Bamus sendiri juga mempergunakan DAUN menurut pos-pos yang telah
ditentukan dalam APB yang kemudian juga dikonfirmasikan dengan pihak Nagari.

Sekretaris Bamus Weni Yuliza mengatakan:

® Wawancan dengan Refdi Santosa. Pasir Talang Timur. Solok Sefatan. Kamis 15 Desember 2011
* Wawancara dengan Syaftizal Dt. Rajo lmam Batush. Pasir Talang Tinmr. Solok Selatan, Jumat 16
Desember 2011
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"DAUN tersebut digunakan oleh Bamus menurut pos-pos yang telah
ditentukan. DAUN yang diambil oleh bendahara nagari kemudian
dibagikan kepada Bamus. DAUN tersebut digunakan untuk keperluan
operasional Bamus seperti membeli baju dinas untuk perangkat Bamus ™
Dari pemyataan informan tadi-terlihat jelas bagaimana penyaluran DAUN
mulai dari atas (Pemerintah Daerah) sampai kepada nagari dan bagaimana
pengambilan DAUN untuk triwulan berikntnya. DAUN yang diberikan tiap friwolan
pun jumlahnya tidak sama. Triwulan pertamalah jumlah DAUN yang diperoleh

nagari lebih besar dari triwulan-triwulan berikutnya.

C. Pengelolaan DAUN

Melihat dari tatacara penyaluran DAUN dan tanggapan masyarakat, terlihat
bahwa DAUN tersebut hanya digunakan untuk keperluan pembangunan kantor dan
biaya operasional perangkat Nagari. Dalam merumuskan anggaran DAUN vang ada
pada APB, Pemerintah Nagari dan Bamus berupaya untuk dapat memperoleh dana
yang akan digunakan untuk keperluan operasional pemerintah nagari dan belum
untuk pemberdayaan masyarakat. Dana yang diperoleh dan DAUN sebesar Rp
73.000.000 tersebut dibagi menjadi 2 pos bagian, yaita Pos Bamus dan Pos Nagari.

Mengenai pengelolaan atau penggunaan DAUN, Refdi Santosa dalam
wawancara mengatakan bahwa:

"DAUN digunakan hanya wmtuk rehab kanto. Maksudnya, pemerimtah

nagari yang mengelola, awalnya disah kan oleh BPN. Baru DAUN tersebut
bisa diggmakan. Jadi disesuaikan dengan pos-pos nagari yang ada.

* Wawancara densan Weni Yuliza. Pasic Talang Timur. Solok Selatan. Sabtu 17 Desember 2011
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Penggunaan-penggunaan yang lain hanya berkisar pada keperluan kantor
untuk pelayanan masyarakat ™

Berbagai keperluan Pemerinfah Nagari diambil dari DAUN. Pembangunan
badan:Pemerintah Nagari serta operasianal nagari juga didasarkan pada DAUN. Hal
serupa juga dikemukakan oleh ketua Bamus Bapak Syafrizal Dt. Rajo Imam Batuah
yang juga membicarakan fentang pengalokasian DAUN oleh Bamus. Beliau
menyatakan bahwa: | _ '

“Kebanyakan DAUN yang di tujukan intuk Bamus digunaken untuk biaya-
biaya foto copy dan perjalanan dinas Bamus. DAUN ini diterima kan
secara peririvulan, jadi sebagion DAUN tersebut digumakan mmituk
keperluan seperti baju dinas dan biaya sidang. Pasir Talang Timur ini
adalah nagari baru, jadi jalannya pemerintahan belum ada yg melenceng.
Pada pemerintahan PJS Wali Nagari sisa keuangan nagari dari Wali
Nagari sehelumnya di masukan pada kewangan nagari sekarang. Ada pun
pembuatan program ikan larangan bersama-sama dgn wali nagari, dana
itupnn difuar dari dana DAUN. Mengenai dana wuntuk masyvarakae tidak
dimasukan di dalam DAUN. DAUN sendiri tidak ditujukan wuntuk
pembangunan nagari. Jadi DAUN tidak dialokasikan kepada pembangunan
masyarakat. Pensosialisasiannya pun hanya kepada jorong- jorong saja.
Dan DAUN hanya untuk dana rutin, bukan untuk pembangunan "’

Melihat pernyataan ketua Bamus tadi, pengelolaan DAUN tersebut secara
langsung ditegaskan bukan untuk keperluan pembangunan Nagari tetapi hanya untuk

keperluan pembangunan Wali Nagari dan operasional Pemerintah Nagari.

* Wawancara dengan Refdi Santosa. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Kamis 15 Desember 2011
* Wawancara dengan Syafriza! Dt Rajo Imam Batuah, Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Jumat 16
Dresember 2011
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Dalam wawacara dengan Bendahara Nagari Rina Febrianti, S. Pt, juga
menjelaskan tetang pengelolaan DAUN tersebut hamya untuk kebutuhan dan
keperluan kantor dan operasional Nagari. Beliau mengatakan bahwa:

“Dana DAUN tidak disosialisasikan kepada masyarakat. DAUN tidak

ditujukan kepada pembangunan keluar. Jadi hanya untuk keperiluan kantor

Wali Nagari. ‘Seperti komputer, TV, parabola serta keperluan foto copy

untuk membuat blangko-blangko pengisian pelayanan masyarakat”

Jadi jelas bahwa pengelolaan DAUN di Nagari Pasir Talang hanya
ditwjukan pada pembanguman fisik kantor wali beserta biaya-biaya operasional
pemerintah nagari dalam memmjang pembangunan nagari. Maksudnya, Pemeriatah
-Nagari Pasir Talang Timur mulai membangun nagari dari diri pemerintahan terlebih
dahulu dengan memanfaatkan DAUN tersebut. Ini juga didasackan pada satn tahun
berdirinya nagari.

Bagi setiap daerah pemekaran, sudah menjadi hal umum apabila keuangan
daerah digunakan untuk pembangunan fisik. Sehingga pembangunan pada
masyarakat sedikit tertunda karena pembangunan fistk tersebut. Mungkin dalam
Jangka lima tahun kedepan, barulah pengelolaan DAUN bisa di fungsikan untuk

pembangunan masyarakat nagari.

D. Tanggapan Masyarakat Tentang Pengelolaan DAUN Dari Pemerintah
Nagari
Daun yang diperoleh Nagari Pasir Talang Timur digunakan menurut pos-

pos yang telah disabkan oleh Bupati dalam APB Nagari yang diajukan untuk

-



mendapatkan bantuan nagari. Nagari dalam mengaggarkan DAUN tersebut adalah
untuk kepentingan tubuh pemerinfah nagari sendiri. Hal fersebut mungkin
dikarenakan oleh Nagari Pasir Talang Timur yang masih baru. Jadi keperlnan-
keperluan inventaris dar dekorasi kantor yang saat itu dibutubkan, dianggarkan dalam
DAUN tersebut.

Masyarakat umumnya kurang mengetahui DAUN tersebut keguanaannya

‘untuk apa. Umnmnya masyarakat hanya bersifat pasif dalam meninyakan masalah

DAUN tersebut. Dalam wawancara dengan Refdi Santosa mengenai tanggapan
masyarakat mengenai DAUN mengatakan bahwa:

"Masyarakal umumnya tidak tahu dengan dana DAUN ini, yang tau cuma

BPN (Bamus) dan staf wali saja. Dana dari dana DAUN hanya digunakan

untuk operasional dan pembangunan kontor. Tidak ditujukan untuk

pemberdayagn masyarakal. Masyarakol prm mengerti lentang kegumaan

DAUN hanya untuk kepentingan kantor. Keperluan seperti komputer,

pengadaan meja dan kursi untuk staf dalam upaya melayani masyarakat

yang mempunyai keperluan serta uniuk operasional pegawai nagari.

Masyarakat paling- paling hanya bertanya “apakah dana DAUN sudah

turun? ” cuma begitu saja tanpa menanyakan kegunaannya "

Dapat dilihat bahwa kegunaan DAUN hanya ferfokus pada perbaikan kantor
saja. Dengan menggunakan DAUN dengan sebaik-baiknya, pemerintah nagari dapat
menciptakan suasana kantor yang kondusif dengan didukung staf yang mampu
bekerja dengan baik untuk menjalankan pemerintazhan nagari. Nagari Pasir Talang
Timur dalam rangka pelayanan masyarakat haruslah mampu menunjang

pembangunan masyarakat.

% Wawancara dengan Refdi Santosa. Pasir Talang Timur. Solok Sefatan. Kamis 15 Desember 2011
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Dalam wawancara dengan salah satu masyarakat disapa, peneliti juga
menemukan bahwa pemerintathagari Pasir Talang belum melakukan komunikasi
politik secara optimal kepada masyarakat, schingga masyarakat tidak begitu peduli

~dengan apa yang akan pemerintah nagari lakukan. Ini sesuai dengan hasil wawancara
dengan salah satu masyarakat yang bernama Ranse Pastal yang mengatakan bahwa :

"Orang kantor wali nagari tidak secara resmi memberitahukan kepada
masyarakat mengenai dana-dana yang diperoleh oleh nagari sehingga
kami sebagai masyarakat tidak tahu-menahu mengenai duma DAUN
tersebut. Kami pun sebagai masyarakat juga enggan bertanya kepada
aparat pemerintah wali nagari mengenai dana DAUN tersebut. Untik apa
kegumaanmya dam bagaimana penyalurannya pun kami kurang tahu ">’

DAUN yang didapat nagari, sebesar Rp 73.000.000 tersebut juga
dianggarkan pada keperluan bantuan sosial seperti kegiatan kepemudaan dan bantuan
hari besar. Yang masingnya memperoleh alokasi danma yang berbeda. Bantuan
kegiatan pemuda sebesar dua juta rupiah dan sumbangan hari besar sebesar tiga juta
rupiah. Hal serupa juga di jelaskan oleh Bendahara Nagari Rina Febrianti, S. Pt:

"Masyarakat tidak terlalu tau tentang DAUN. DAUN di alokasikan hanya
untuk keperluan operasional Wali Nagari dan BPN (BAMUS). Jadi DAUN
yang berjumlah Rp 73.000.000 tersebut hanya sebagian kecil yg digunaken
untuk keperluan masyarakat. Ini juga terdapat pada pos bantuan sosial
misalnya utk pemmuda don bantuan hari besar. Misalnya jika ada
masyarakat yg mengajukan proposal seperti TPQ atau acara kasidah, baru
bisa disalurkan bantuonnya. Kalau untuk pemuda yaitu dua juta per satu
tahun, longsung diberikan pertriwulan berjumlah satu juta kepada pemuda.
Jadi dana yang berjumlah dua juta tersebut dialokasikan secara 2 triwulan
saja. Ada juga nagari yang langsung membelikan perlatan wntuk olahraga,
seperti net, bola voly. Dengan dana DAUNtersebut, dibangun kantor dari
nol dari gudang sampai saat ini. Alhamdulillah dalam jangka | tahum ini

* Wawaacarz dengan Ranse Pastal. Pasir Talang Timuc. Solok Selatan. Sabtu 29 Januan 2012
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lebih memadai kantor daripada sebelumnya. Pemuda juga ada yang turut
menyumbang, tapi sumbangan pemuda tersebut digunakan untuk irigasi™*

Pemyataan dari hasil wawancara dengan Refdi Sanfosa dan Rina Febrianti
tadi juga didukung oleh ketua Bamu Bapak Syafrizal Dt. Rajo-Imam Batuah. Pada-—
waktu wawancara mengenai tanggapan masyarakat mengenai DAUN belian
mengatakan bahawa:

"Tidak ada tanggapan dari masyarakat. Jadi masyarakat umumnyc tidak
tahu tentang DAUN ini. Bamus hanya melihat ke Wali Nagari mengenai
pelaksanaannya. Mengenai pelaksanaan, bamus melimpahkan kepada Wali

Nagari™*!

Bamus sebagar badan pemusyawaratan nagari merupakan alat penyalur
aspirasi bagl masyarakat. Peran penting yang diemban bamus adalah bagaimana
keuangan uvagari dapat dikelola denpan baik dimana bamus serta masyarakat
bertindak sebagai pengawas jalannya pemerintaban wali nagari. Dalam wawancara
dengan bendahara Bamus Bapak Syamsul Bahri yang mengatakan bahwa:

" Banms lidak secara resmi memberi tahu kegginaan DAUN kepada
masyarakat. Tapi Bamus hanya memberitahu poin-poin penting dalam
pengelolaan DAUN untuk tahnn ini. Masyarakat mengerti dengan apa yang
Bamus kemukakan dan bersedia mengawasi jalannya pemerintahan serta
pengelolaan keuangan nagari. Dalam hal pemberdayaan masyarakat,
DAUN yang telah dirancang memang belim digumakan untuk kepentingan
masyarakat nagari, tapi untuk kepentingan pemerintah wali nagari. Kalau
saja masyarakat menanyaken apakah DAUN tersebut dialokasikan untuk
masyarakat, Bamus serta pemerintah nagari juga menyediakan dana untuk

* Wawancara dengzan Rina Febrianti, S. Pt. Pasri Talang Tinnur. Solok Selatan. Kamis 15 Desember
2011 .

* Wawancara dengan Syafiizal Dt. Rajo kmam Batuah. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Jumat 16
Desember 2011
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pemberdayaan masyarakat yang diambil dari DAUN tersebut berupa dana
bantuan sosial dan kepemudaan ™

Dari pemyataan dari Refdi Santosa, Rina Febrianti dan Bapak Syafiizal
serta Ranse Pastal tadi jelas. bahwa masyarakat Nagari Pasir Talang Timur hdak
mengetahui apa-apa mengenai DAUN ini. Masyarakat umumnya hanya bertanya
apakah DAUN tersebut sudah turun atau belom tanpa mananyakan pemanfaatan dan
penggunaan DAUN tersebut, apakah ada untuk pemberdayaan masyarakat atau tidalc.
Dari hal ini terlihat jelas bahwa masyarakat Nagari pasir Talang Timur sangat bersifat
pasif terhadap pembangunan dan pemerintahan nagari.

Jadi pemenntah Nagart Pasir Talang Timur memanfaatkan dana yang
diperoleh baik itu dari dana Pendapatan Asti Nagari maupun dana yang berikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk pembangunin pemerintahan terlebih dahulu. Berbagai
perencanaan yang dibuat dalam APB harus disusun dengan benar sehingga tidak
terdapat kekeliruan dalam menjalankan pemerintahan.

Disamping itu, pemerintah dacrah beserta masyarakat magari harus turut
serta mengawasi jalannya pemerintahan nagari. Pengawasan yang dilakukan tersebut
bertujuan agar kebijakan-kebijakan serfa peraturan-peraturan yang dijalankan
pemerintah barus sespai dengan ketenfuan yang berlaku dalam pemerintahan. Tujuan
pengawasan ini adalah agar pemerintah nagari Pasir Talang Timur bisa Bekerja

dengan benar tanpa adanya pelencengan-pelencengan pelaksanaan kegiatan,

2 Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri melalui telefon. Padang. Senin 30 Januan 2012




Disamping itu, pemerintah nagari harus terus berupaya mengikut sertakan
masyarakat dalam pembangunan nagari. Ini bertujuan untuk terciptanya masyarakat
yang mampu berperan aktif dalam pemerintahan serta dapat menjadi acuan

esn..pembangunan bagi.pemerintah pagari. Dana-dana yang diperoleh oleh nagari  esoe-
kemudian diset agar masyarakat juga ikut merasakan hasil bantoan dari pemerintah
kabyupaten manpun hasil kekayaan nagari. Ini bertujuan untok terciptanya efektifitas
dalam pelaksanaan pembangunan nagari, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa '
tidak diikut sertakan dalam pembangunan nagari. |

Oleh sebab itu, bagi nagari Pasir Talang Timur yang merupakan nagari
pemekaran agar dapat mengikut sertakan masyakat dlam proses pembangunan serta
memberikan -hak masyarkat unfuk dapat memyampaikan aspirasinya kepada
pemerintah nagari mavpm pemerintah daerah. DAUN yang diperoleh pemerintah
nagari yang untuk tahap sekarang hanya disalurkan pada pembangunan fisik
pemerintahan, agar di kemudian hari bisa dimasukkan dalam program pengembangan
masyarakat. ;

" Berdasarkan femuan yang peneliti temukan di lapangan, maka dapat
dianalisis berdasarkan teori pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:
1. Perecanaan
DAUN yang diperoleh oleh Nagari Pasir Talang Timur untuk tahun 2011
adalaha sebesar Rp 73.-000.000. Wali nagari beserta staf dan Bamus
merencanakan penganggaran DAUN dalam APB nagari yang kemudian

disetujui olek Camat kemudian disampaikan pada bagian Pemerintah Nagari

69



sekrefatiat daerah untuk disahkan oleh Bupati yang kemudian diberikan
kepada DPPKAD agar dana DAUN tersebut bisa dicairkan.

Sesuai dengan analisis anggaran yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis,
DAUN yang didapatkan harus disesuaikan—.antara pendapatan -dan
pengelvarannya dan harus diproyeksikan untuk masa depan. Maksudnya
adalah, DAUN yang digunakan hares ditujukan pada hal yang bermamfaat
untuk kepentingan pembangunan, pemberdayaan, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah nagari Pasir Talang
Timur baru sampai pada tahap pembangunan fisik kantor dan inventaris
kantor serta keperluan yang mengarah pada pengembangan badan pemerintah
nagari.

Pengelolaan DAUN harus dilakukan secama efisien dan efektif agar selruh
dana yang didapat oleh nagari dapat dikelola dengan baik dan juga mengacu
pada perencanaan awal pada program DAUN. Dalam perencanaan
penyusunan anggaran DAUN, pemerintah Wali Nagari bekerjasama dengan
Bamus yang bertitik tolak pada masyarakat harus juga melihat dengan
seksama apa saja yang dibutuhkan di dalam nagari.

Nagari Pasit Talang Timur yang merupakan nagari pemekaran tentn saja
merancang terlebih dahulu pengalokasian dana untuk pemeliharaan dan
pembangunan badan pemerintah. Hal ini dapat juga kita lihat pada anggaran
DAUN tabun 2011 Nagari Pasir Talang Timur yang telah disabkan oleh

Bupati. Penganggaran tersebut bukan berarti masyarakat tidak diikut sertakan
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dalam program yang terdapat di dalam DAUN, tetapi pémerintah nagari lebih
mendahulukan pembangunan inventaris serta alat-alat kantor untuk

memudahkan para staf dan karyawan wntuk melakukan pelayanan publik
kepada masyarakat.... ~

. Pelaksanaan %

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah Nagari Pasir Talang Timur menggunakan
DAUN pada pos-pos yang telah disetujui oleh Bupati. DAUN yang diterima
oleh Nagari Pasir Talang Timur diberikan secara bertabap pertriwulannya
sebanyak empat kali turunnya dana. Setiap tnwulan, pemernintah nagari harus
mampu mengelola DAUN dengan maksimal dan terencana agar dana bantuan
tersebut dapat dirasakan pemanfaatannya dengan baik.

Transparansi serfa akuntabilitas pengelolaan DAUN haroslah benar-benar
diwujudkan agar tidak terjadinya penyelewengan dana dalam pelaksanaannya.
Keuangan nagari berupa DAUN dipercayakan kepada bendahara nagari yang
kemudian dikelola bcrdasaﬂmn persetujuan Wali Nagari dan Bamus. Berbagai
keperluan serta pengeluaran nagari harus dicatat dan didokumentasikan agar
dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Dalam pelaksanaannya, DAUN yang dikelola pada triwulan pertama akan
dimintai surat pertanggung jawabannya oleh Bupati yang sebelumnya
disetujui oleh Camat sebagai rekomendasi. Setelah disetujui oleh camat yang

disertakan rekomendasi tersebut, kemudian diajukan pada Pemerintah nagari
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NV,

sckretariat daerah untuk dapat diturunkannya DAUN  untuk trivulan

berikutnya.

Pengelolaan DAUN pada trivwulan berikutanya ini juga dilakukan berdasarkan

anggaran. yang telah dibuat dalam APB nagari. Dalam pelaksanaannya,e-r-.

cfektifitas dan efisiensi anggaran harus selalu menjadi patokan agar
pengelolaan DAUN dan kevangan nagari lainnya dapat dialokasikan dengan
benar. Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur dalam pelaksanaan pengelolaan
DAUN, Iebih mengutamakan pembangunan fisik kantor wali beserta
inventaris kantor. Hal ini bertujuan unfuk memaksimalkan kierja pegawai dan
staf nagari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat_

Dalam praktiknya, DAUN Nagari Pasir Talang Timur digunakan sebagian
besar untuk rehabilitas kantor yang awalnya hanya meropakan sebuah gudang.
Begitupun dengan Bamus yang termasuk kedalam DAUN. Dana yang
diperoleh oleh Bamus sebagian besar digunakan untuk keperluan tckmis
Bamus sendin seperti biaya foto copy dan perjalanan dinas Bamus.
Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur tidak mensosialisasikan DAUN
kepada masyarakat. Salah satu informan mengatakan bahwa DAUN tidak
ditujukan pada pembangunan keloar melainkan pembangopan pada tobuh
pemerintah nagari beserta Bamus. Masyarakat Nagari Pasir Talang Timur
sendii umumnya tidak tahu akan kegunaan serta manfaat DAUN. Ini

mungkin dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada
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masyarakat mengenai DAUN schingga masyarakat pada umunya terksesan

bersifat pasif dalam menunjang pembangunan nagari.

. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu hal penting-dalam pengelolaan keuangan
daerah. Pengawasan dilakukan agar pemer}ntah nagari melakukan pratik
pemerinfahan sesuai dengan peraturan yang felah disepakatai dan dibuat.
Menurut Mardiasmo pengawasan  dilakukan mulai dari tahap perencanaan
sampai pada tahap akhir pelaksanaan. Pengawasan diperlukan agar tidak
terjadinya penyimpangan dalam praktik pelaksanaan serta dalam pengelolaan
aset nagari.

Pemerintah Nagari Pasir Talang Timeor menjalankan pemerintahannya
bukaniah fidak diawasi oleh pihak-pihak [ain. Aktor-aktor pengawas dalan
pemerintahan pagar adalah Bamus beserta masyarakat. Nagari sendiri juga
harus melaporkan hasil kinerja beserta pengelolaan DAUN kepada Bamus.
DAUN yang diturunkan pertriwvulannya dikelola berdasarkan pos-pos yang
telah dibuat bersama-sama Bamus yang kemudian selalu diawasi oleh Bamus.
Ketidak setmbangan pengawasan ini terlihyat pada kurang aktifnya
masyarakat selaku stake holder pengawasan dalam melakukan upaya
pengawasan. Ini terlihat jelas karena masyarakat tidak diikut sertakan dalam
Program DAUN. Pengelolaan DAUN hanya berkisar pada pembangunan

kedalam tubuh pemerintah nagari.
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Menurut Hanif Nurcholis dalam analisis pengeluaran, biaya-biaya publik yang
dikelvarkan pemenntah harus disesuaikan dengan perencaaan yang telah
dibuat. Hal ini juga terlihat pada anggaran DAUN Nagari Pasir Talang Timur
yang melakukan pengeluarar dana-untuk kepentingan kantor dan staf wali
nagari yang kemudian diawasi oleh Bamus selaku lembaga pemusyawaratan
nagari. Pengelolaan DAUN untuk kepentingan nagari seperti belanja pegawai,
belnaja kebutuhan inventaris kantor, belanja barang, belanja pemeliharaan
serta operasional, harus terus mendapat pangawasan dari Bamus agar tidak
tejadinya penyelewengan dana yang npantinya ditemukan dalam
pemenintahan.

Dalam masa pemerintahan yang berumur satu tahun, Nagari Pasir Talang
Timur telah melakoka pembangunan pada tubuh pemerintaban dengan sangat
bak. Fakta yang mendukung hal tersebut yaitu telah tersedianya berbagai
inventaris kantor yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat
sepertt komputer, mesin foio copy, kursi, meja dan lainnya yang mendukung
terciptanya pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Ketua bamus sendiri
pun mengakui Nagari Pasir Talang Timur sudah lebih baik dripada waktu
menjadi jorong dufu. Peningkatan pelyanannya pun sudah terbilang baik pada
masyarakat. Dan pengelolaan DAUN yang diberikan pemerintah daerah untuk
pembangunan nagari juga berjalan baik dan benar. Beliau mengatakan bahwa
” tidak ada penyaluran dana DAUN yang melenceng dari pos-pos vang telah
ditentukan™.
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Lottty

Jadi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,
pemerintah  Nagari Pasir Talang Timur mampu malakukan pelayanan serta
pengelolaan keuangan nagari dengan baik. Hanya saja peran serta masyarakat yang
memang diperlukan sedikit kurang dalam melakukan tahap-tahap penganggaran dana..
serta jalannya pemerintahan. Masyarkat yang cenderung bersifat pasif tidak hanya
ber:-m'al dari kurang tanggapnya masyarkat terhadap pemerintah, tapi juga kurangnya
sostalisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk mengajak mereka

berperan serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik.
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BAB VI

PENUTUP

Al Kﬁimpnlan Pt T ~——
DAUN merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah/Kabupaten

kepada masing-masing nagari agar dapat menjalankan pemerintahan nagari dengan
mandiri. Pemberian bantuan ini tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan nagari,
tapi juga memberikan kepercayaan yang luas untuk nagari agar dapat memanfaatkan
keuangan nagari dengan baik. Keuangan nagari yang awalnya hanya diperoleh dari
PAN (Pendapatan Asli Nagari) yang dulu hanya diolah oleh masing-masing jorong
saja, kini di kembalikan kepada nagari.

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 fentang perimbangan kenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Juga turut melaksanakan UU tersebut dengan memberikan Dana Alokasi Umum
Nagari unfuk semua Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Setiap nagari yang
menerima DAUN, harus memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan Nagari dan
pemerintahannya.

DAUN yang diterima oleh masing-masing Nagari jumlalinya pun berbeda-
beda tiap nagarinya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat penduduk miskin, tingkat
pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, potensi ekonomi, luas
wilayah, partisipasi masyarakat dan jumlah jorong. Nagari Pasir Ta]ang. Timur

mendapatkan bantuan DAUN sebesar Rp 73.000.000 pada tabun 2011.
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Pengelolaan DAUN di Nagari Pasir Talang Timur cukup berjalan dengan
baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditulis dalam APB nagari. DAUN
digunakan untuk memenuhi kebutvhan dalam diri pemerintah nagari seperti
keperluan inventaris pagari dan operasional nagari. Bamus yang berada sejajar
dengan Wali Nagari juga mengelola DAUN yang merka terima sesuai dengan pos-
| pos yang telah di tulis dalam APB.

Nagari beserta Bamus merencanakan pengalokasian DAUN dari pemerintah
sesual dengan apa yang dibutuhkan oleh nagari untuk membantu kegiatan Wali
Nagari dan pegawai lainnya.

B. Saran

DAUN merupakan bantuan pemerintah Daerah/Kabupaten yang diterima
disetiap Nagari. Dalam meayusun APB, setiap nagari memasukkan rancangan
mengenai DAUN yang telah di setujui bersama Bamus yang kemudian diberikan
kepada Bupatt untuk mencairkan dananya.

Dalam pengelolaan DAUN di setiap Nagari, hendaknya nagari
memperhitungkan bagian-bagian yang dirasa paling penting untuk pengalokasian
DAUN. Baik itu dalam segi pembangunan Pemerintahan Nagari sendiri, maupun
untok pembangunan masyarakat nagari. Pemerinfah nagari bersama BamunsNagari
bekerjasama untuk menjalankan DAUN ke pos masing-masing. .

Nagan yang dulunya hanya mengandalkan PAN (Pendapatan Asli Nagari),
kini juga terbantu dengan adanya DAUN yang diberikan Pemerintah Kabupaten. Oleh

karena itu, pemerintah nagari harus lebih teliti lagi untuk menggunakan keuangan
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nagari beserta DAUN ini dengan baik. Penggunaan DAUN yang dilandasi terhadap
pos-pos keperluan, haruslah benar-benar dilihat dari hal yang paling kecil hingga
yang terbesar.

~Pengelolaan DAUN di- Nagari Pasir Talang Timur ' haruslah=<lebih
mengutamakan kepentingan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang maju dan
berkembang dalam segala bidang. Pemeberian bantuan pada saaaf ini mungkin tidak
termasuk dalam DAUN, tetapi lebih kepada sumbangan pembangunan nagari yang

bersifat kolektif atau oleh msayarakat dan untuk masyarakat.
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Dengan ini kami’' sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP
Universitas Andalas : '

No.BP. . 04193005
Nama : Rahmat Hidayat
Jurusan = ILMU POLITIK
Program Studi 151

Alamat : Padang

Untuk melaksanakan penelitian / Survai Awal / Studi Pustaka / Praktek Lapangan :

Dengan Judul : Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari Pasir Talang Timur Kec.Sungai
Pagu Kab.Sclok Selatan

Waktu : Dua Bulan

Tempat - Nagari Pasir Talang Timur Kec.Sungai Pagu Kab.Solok
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Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan
tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami  juga mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memberikan
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

& R - Alamat : Timbulun Atas Telp/Fax. (0755) 7575 113

%

REKOMENDASI
No : 070/ 224/ Kesbang/X1I- 2011

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Nomor : 2128/J.16.09/PP-2011 tanggal 08 Desember 2011 tentang Izin Penelitian, dengan ini

—

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan
memberikan rekomendasi kepada:
"#7*"Ndma - : RAHMAT HIDAYAT :
NIM/BP. _ . : 04193005 - . I I - B -
Tempat/Tanggal Lahir  : Solok/ 15 Desenber 1986
Semester/Jurusan : XIV/Ilmu Politik
Alamat : Sijunjung Kabupaten Sijunjung
Judul Penelitian : “Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari Pasir
' Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten
Solok Selatan”
"Lokasi Penelitian : Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu
Kabupaten Solok Selatan.
Waktu Penclitian : Desember 2011 s/d Januari 202

Dengan ketentuan sebagai berikut:

. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey
. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan

menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA

maupun kepada instansi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan
daerah/lokasi penelitian.

. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan

masyarakat setempat.
Mengirimkan Laporan Hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Solok Selatan

Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok
Selatan

- Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku,

maka Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian akan dicabut dan batal demi hukum.

Demikianlah Rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dapat dipergunakan seperlunya.
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1
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Bapak Dekan Fakultas Hmu Sostal dan {Imu Politik Universitas Andalas di Padang
Bapak Kepala BPS Kabupaten Solok Selatan, !

Bapak Kelala DPPKAD Kabupaten Solok Selatan,
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Nama :  Rahmat Hidayat

No.BP. 04193005 -

Jurusan »ILMU POLITIK ' ‘
Judut - Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Nagari dalam Program Kepemudaan di Nagari

- Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab.Solok Selatan

Telah memenuhi sya‘faf ﬁntuk mengiku'ti Ujtan Skripsi tersebut.‘

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi
" mahasiswa dimaksud dengan surat keputusan. |

Undang-Undang No.20 Tahun 2003;

. Peraturan Pemzrintah No,30 Tahun 1980;

. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990:

« Keputusan Mendikbud Rl No.0124/0/1993;

. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;

. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/U}-1999:
- Kepulusan Rektor Unlv Andalas No.594/VII/A/U/-2000;
. Buku Pedéman FISIP Universitas Andalas tahun 2004,

MEMUTUSKAN
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U L NP XN
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- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya

-kepada jurusan / pimpinan fakultas. '
-Keempat  : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan kefentuan, apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penstapan ini, akan ditinjau dan diperbaikl kembali sebagaimana -

mestinya.

Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
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PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

' NOMOR 2 TAHUN 2011

i

TENTANG
.' penbmgu DAN PRIOS_E_DUR .
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEELANJA NAGAKI
B! KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011

BAGIAN PEMERINTAHAN NAGAR!
SEKRETARIAT, DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
' TAHUN 2011




BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPAT! SOLOK SELATAN
NOMOR: k- 2011 '

TENTANG

PEDOMAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN

i

PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI - -
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011

. BUPAT! SOLOK SELATAN,

bahwa untuk lerlaksananya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja’
Nagan yang Iebth efektlf dan efisien, . makd dipandang petlu untuk mengatur
pedoman dan prosedur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011;

bahwa. untuk mewujudkan maksud huruf a di-atas perlu dltetapkan dengan
Peraturan Bupatl

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

,Dharmasrayé, Kabupaten Solok Selatan den Kabupaten Pasaman Barat di -
Propinsi Sumatera Barat {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4348);

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4389);
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Républik Indbne'sla‘ Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemeérintah Pusat dan Pemerintah'-Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); - :
Peraturan Pemerintah Nomof 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Némdr 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.mor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588); .



10.

11.

12.

13,

14.

185.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007‘ tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan ~antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah KabUpateanota fLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737); 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :28 Tahun 2006 tentang Pembentukan,

Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadl
Kelurahan;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomaor 32 Tahun 2007 tentang Pedomanl

T
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umurn T-_ata' Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

Peraturan’ Daerah ﬁ’ropinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan - Nagari (Lembaran Daerah P'ropinsi Sumatera
Bérat tahun 2007 iNomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Barat Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabur;ag_en Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008 {entang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen
Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Selatan Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang .

Pemerintahan Nagari {Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun
2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor
6); '

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun
2011;

Pr:.*faturan Bupall Solok Selatan Nomor Tahun 2011 tentang Penjabarah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun
2011;



Venetapkan

| MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PEDOMAN DAN
PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011

BAB |
KETENTUAN UMUM.,
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adaléh Kabupaten Solok Selatén'

Péemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagax unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

‘Bupati adalah’ Bupati Solok Selatan; _
Na’gari,adalaih_ kesatuan masyarakat "hukum adat dalam .Kabupaten Solok
. Selatan yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai ‘wilayah yang tertentu

batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta. berhak mengatur dan
mengurus rumah ta.gganya sendiri; ‘

Pemerintahan Na’gan‘ adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanaﬁan'oleh Pemerintah Nagaﬂ dan ‘Badan permusyawaratan ‘Nagari

- berdasarkan asal usul Nagari dalam Kabupaten Solok Selatan; -

Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Naéari dan Perangkat Nagari; .
Badan ' Permusyawaratan Nagar yang sefanjutnya disebut dengan Bamus
Nagéﬁ adalah Lemb.:éga Permusyawaratan Nagari sebagai unsur
penyelerig_gara pemerintahan nagari;

. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok

Selatan;

Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur peiaksana yang membantu Wali
Nagari dalam’ pelaksanaan tugas dan kewajibannya;

.Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

_dan kewajiban nagari tersebut;

@Pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan k‘egfatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban dan pengawasan keuangan nagari; )

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjulnya disingkat APB Nagari .

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang’ dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Nagan dan Bamus Nagari yang ditetapkan
dengan peraturan Nagari; .

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang
kerena jabat'annyé mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan nagari;



ditunjuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan pengefolaan keuangan Nagari;
15. Bendahara adalah perangkat nagar yang ditunjuk oleh wali nagar untuk
menerima, - memelihara, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

@Pela:ksana teknis pengelolaan keuangan Nagari adalah perangkat nagari yang
membayarkan dan mempertangungjawabkan keuangan nagari dalam rangka
|
|

pelaksanazan APB Nagari. : -
BAB 1l
Azas Pengelolaaan Keuangan Nagari
Pasal 2'

N (1 Keuangan Nagari dikelola berdasarkan azas transparan akuntabel padisipatif
- . . serta dilakukan dengan tertib dan diSthm anggaran. -

(2) Pengelolaan keuangan nagari sebagazmana dimaksud ayat (1) di atas, .
dikelola. dalam masa satu tahun anggaran. yakni mulai tanggal 1 Januari |
sampai dengan tanggal 31 Desember

Maksud dan Tujuan
. : _ ﬁasal 3 _
Maksud ditetapk'an'nyé Peraturan Bupati ini adalah guna memberikan pedoman
kepada pemerintahan nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari.
. -Pasal 4 -
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a.Agar penyusunan dan penggunaan APB Nagari sesuai dengan ketentuan
pemndang-undangan;
b. Agar nagari m'ampu melaksanakan kewenangan yang ada pada nagari secara
optimal. E
BAB Il
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
Bagian Kesatu
Struktur APB Nagari
Pasal 5
@truktur APB Nagari merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a, Pendapatan Nagari;
b. Belanja Nagari;
¢. Pembiayaan Nagai..

2)) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). huruf a terdiri dari
Penerimaan Nagari yang bersumber daii :
a. Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang meliputi :
1. hasil kekayaan nagari;
2. hasil usaha nagari;
3. hasil swadaya dan partisipasi sutnbangan masyarakat;



. retribusi hagari:

4
5. pungutan_nagari;
6. iuran nagari, dan; .
7. dan lain-lain pendapatan nagari yang syah.
b. Bantuan dari pemerintah daerah meliputi : .
1. bagian dari perolehan pajak retribusi daerah; dan
2. bagian dari. dana perimbangan ’keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh pemerintah Nagar dalam bentuk Dana Alokasi Umum
Nagari (DAUN).
bantuan dari pemerintah dan pemerintéh propinsi;
sumbangan pihak ketiga; - : -
pinjaman nagari; .

-~ e o Q

sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

{3) Semua péndaf:atan dan penerimaan nagari dimasukan dalam APB Nagari.

(4) Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari atas
beianja langsung dan belanja tidak Iangsung

(S) Belanjalangsung sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) terdiri dari:

‘ a. Belanja pegawai/honorarium;

b. Belanja ﬁa’rarig dan jasa;
.¢, Belanja modal.

(6) Belanja tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) terdiri dari:

a. Belanja PagawallPenghasﬂan Tetap;
b. Be!anja Subsidi;

c. Belanja Hibah;

d. Belanja Bantuan Sosial.

(7) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c di atas
meliputi semua penerimaan yang periu dibayaf kembali dan/atau pengeluaran'
yang akan dit:erima kémbali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada f{ah_un-tahLin anggaran berikutnya.

&) Pembiayaqn daggri-sabagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas terdiri dari:
a, penelim’aafin pembiayaan;

b. pengeluaran pembiayaan.

(8) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas

' mencakup:

sisa febth ’penghitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjiatan kekayaan nagari yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman. _

(9) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas

mencakup: '

o

a. Pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal nagari;
¢. pembayaran utang.




psie.

Pasal 6
Hasil kekayaan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal § ayat (2) huruf a

angka 1 adalah segala hasil yang diterima nagari dfari penghasilan aset nagari
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumbér keuangan nagari yang terdiri dari:
a. tanah nagar; .
b. pasar nagari;
bangunan nagari;
'objek rekreasi yang diurus nagati;
pemandian umum yang diurus nagari; |
hutan nagari: '

perairan dalam batas tettentu yang diurus nagari;

@ ™ e aop

: tembat-temp:at pemancingan di sungal;
i. pelelangan fkan yang dikelola nagari;
J- Jalan nagan ' '
k. aset eks desa’yang ada dalam nagart;
. dan lain-tain kekayaan nagari. '

(2) Hasil usaha nagari sebagalmana dimaksud dalam pasal § ayat (2) huruf a
angka 2, merupakan hasﬂ yang diterima dari usaha yang dilakukan oleh nagari,
sehingga nagan berhak atas keuntungan dari hasil usaha tersebut yang terdiri
dari: -

a. Badan Usafia Milik Nagari {(BUMNA) yaitu bentuk usaha yang seluruh atau -

sebagian aset dan modal badan usaha yang dimaksud dimitiki oleh nagari;
b. Penyertaan modal nagari kepada badan usaha baik berupa usaha
perorangan maupun modal usaha:.bérsam’a. dan;
¢. Usaha nagari lainnya yang syah.
. Pésal?
(1) Bagian dari dana perimbangan atau Alokasi Dana DesafNagari (ADDIN)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 terdiri dari:
a. Dana Alokasi Umum Nagari selanjutnya disingkat DAUN;
b. Bantuan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Wali Nagari
dan Perangkat Nagari;
¢: bagian perimbangan PBB;
d. bagian penerimaan pajak air bawah tanah;
e. dan lain-lain bantuan pemerintah, . _
(2) Besamya jumlah DAUN masing-masing nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a di atas tidak sama untuk sefiap nagari dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
. Variabe! Utama (Bobot Nagari), yang terdiri dari;
a. Penduduk Miskin;
b. Pendidikan;
c. Kesehatan;
d. Keterjangkauan sarana dan jarak ke Ibukota Kabupatén.
Il. Variabel Tambahan, yang terdiri dari;




(1)

)

(3)

(4)

a. Jumlah Penduduk;
b. Luas Wilayah:
c. Potensi Ekonomi;

d. Partisipasi Masyarakaf:
e. Jumlah Jorong. .
Pasal 8

Belanja Iangsuhg sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) terdiri dari:
a. pos belanja langsung Bamus Nagari; .
b. pos belanja langsung Pemerintah Nagari,
Pada pos bela‘nja langsung Bamus Na_éjari sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a dlalokaS|kan dana dengan ketentuan sebagai benkut - -

a. palmg banyak 15% (llma belas peiseratus) dari DAUN tahun Anggaran ..

beqalan
b. 20% (dua puluh perseratus).dari Pendgpatan Asli Nagari.
Pada pos belanja langsung pemerinta}} nagar dialokasikan dana dengan
ketentuan sebagai beiikut; '
a. sehnggl-ttngglnya 85 % (delapan puiuh perseratus) dari total APB nagaiti
bersumber dari DAUN ,dan;
b. 20 % (dua puluh perseratus) dari pendapatan asli nagari, )
Sisa Pendapatan Asli Nagari sebe'sar 60 % (enam puluh perseratus) dijadikan
belanja modal pada pos belanja Iangsung'P:'emerintahan Nagari.

- Bagian Kedua )
@ Penyusunzn APB Nagan
Pasal 9

(/Dalam penyusunan APB. Nagari, pemerintah nagar harus menyiapkan,
L/r’nemperhatika\n dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

v
b.

Menyusun rencana pembangunan nagar yang berorientasi jangka panjang,

RPJM Nagari dalam bentuk perencanaari strategis dan rencana kerja tahunan:

Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap kewenangan pemerintahan

nagar yang terdiri dari: By -

1. kewenangari yang sudah ada berdasarkan hak asal usul négan‘;

2. lugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi  dan/atau
pemerintah daerah; .

3. kewenangan atau urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada

nagari dan,;

4, pelaksanaan wewenang yang dlllmpahkan pemerintah daerah berdasarkan

.prinsip dekosentrasi.

Menginventarisir kekayaan nagari yang sebelumnya dlkelola oleh pemerintah
desa;

Mengidentifikasi dan menginventarisir potensi nagar baikk sumber daya
manusia maupun sumber daya alam yang ada sehingga dapat dimanfaatkan
secara optimal untuk k'ese}ahteraan masyarakaat nagari;



e. Melakukan penataan dan pengisian terhadap kelembagaan pemerintah nagari
dan kelembagaén pendukung lainnya;

f.  Memproritaskan .kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan
menciptakan suasana aman dan nyaman dalam ‘:ehidupan masyarakat nagari;

g. Memperhatikan kegiatan penyusunan Peraturan Nagari baik yang mengatur
tata kehidupan anak nagari maupun yang mengatur tentang Pendapatan Asli

Nagari; ‘

h. Memperhatikan- kegiatan-kegiatan yang mendorong berhasilnya pemungutan
pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan nagari:
i.  Menumbuhkan sikap gotong royeng: '
J.  Menumbuhkanzkembangkan ke_hidupan' yang berandaskan kepada adat
basandi syara', syara’ basandi kitabulllah dengan program kembali ke surali,
dan; . ' 1|
k. Pos Belanja Bamus Nagari dimasukkan dalam kelompok belanja langsung dan
dilakukan [;e_misahan yang tegas dengan -ppé belanja pem.en;n'tah nagari.
Pasal 10
Sisa perhitungan anggaran tahun lalu d_iahggarkan pada pos pembiayaan nagari;
‘ . . Pasal 11
(1) Bantuan dari pemefintah daerah terdiri dart: : ;

a. bagian.dari perclehan pajak daerah dan retribusi dagrah yang ada di nagari;

b. bagian dar dana perimbangan kgauangain pusat dan daerah yang diterima
oleh pemerintah Nagari dalam bentuk dana perimbangan yanb meliputi :
Dana Alokas! Desaf/Nagari, Dana Alokasi Khusus Nagari yang besariya
masing- masmg nagari ditentukan berdasarkan perhltungan dar kriteria yang
dltetapkan oleh pemenntah daerah; '

c. bagian penerimaan.PBB sebagaimana dimakéud pada'ayat (1) huruf b
dipergunakan untuk operasional PBB dinagari dan jorong, dengan
pembagian sebagai berikut: .

1. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk operasional Wali Nagaii, dan;
2. sebesar 70% (fujuh puluh persératus‘, untuk operasional petugas
penggelola. Fi '
Pasal 12
(1) Pinjaman nagari merupakan pinjaman kepada pih?k lain, hanya dapat
dilakukan untuk kepentingan nagari dalam rangka menunjang sebagian

pembiayaan pelaksanaan pembangunan das peningkatan kesejahteraan
masyarakat, : . -

l

(2) Plnjaman nagar dapat dllakukan setelah mendapat persetujuan 2/3 anggota
Bamus Nagari.

{(3) Pinjaman nagén' pelaksanaanya terdebih dahulu harus mendapatkan
persetujuan prinsip dari Bupati. .

Pasal 13 _
Bentuk format APB Nagari sesual dengan lampiran Peraturan Bupati Ini.
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‘ Pasal 14
Rancandan APB Nagari dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) Nagafi.
Pasal 15

(1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan oleh Walii
Nagari kepada Bamus Nagari selémbat—lambatnya 1 (salu) bulan setelah
ditetapkannya Anggarén Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok
Selatan. :

(2) Penyampaian rancangan peraturan nagar tentang APB Nagari sebagaimana
dimaksud ayat (1) disertai dengan Mota Keuangﬂn.

(3) Rancangan peraturan Nagari tentang F’eréturan -APB Nagari dibahas of&i{=
Bamus Nagan bersama . Pemerintah ‘Nagari sesuai dengan - tahapan
pembahasan sebagalmana diatur dalam Tata Tertib Sldang Bamus Nagari.

(4) Dalam hal Bamus Nagari fidak membahas dan.atau tidak menyefujui selambat-
Iambatnya 1 (satu) bulan setelah dlajukan oleh Wali Nagari, maka Wali Nagari
dapat menjadikan Rancangan Peraturan Nagan dimaksud men]adl Rancangan
Peraturan \_N'al; Nagari tentang Penetapan APB Nagari dengan mempedomani
APB Nagari tahun lalu, _

(5) Rancangan ﬁélratUran Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bleh
Bamus Nagad.sét_:eium .dil;e'tapkan Peraturan Nagari oleh Wali Nagari dalam
waktu pa_lirig lama 3 (tiga) hari harus telah disampaikan oleh Wali Nagari -
kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. :

(6) Rancargan Peraturan Wali Nagari sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Wali
Nagari oleh Wali Nagari dalam wakiy paling lama 3 (tiga) har harus telah
disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

(7) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Nagari atau rancangan
Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat. (5) disampaikan
kepada Wali Nagari dalam waktu paling lama 14 hari han sejak diterima Bupati
cq Bagian Hukum.

(8) Apabila hasil evalusi melampaui batas waktu ’sebagaimana'::dimaksud pada
ayat (6), Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang
APB Nagari menjadi Peraturan Nagari. e

(9) Peraturan Nagari tentang APB Nagari tentang Penjabaran APB Nagari harus
telah disampaikan ‘kepada Bupali 1nelalui Carnat dalam wakiu 7 (tujuh } hari
kerja sejak tanggal ditetapkari.

(10) Dalam hal rancangan Peraturan Nagari tidak ditanda tangani oleh Wali Nagari
dalam waktu paling lambat 1 (satu} bulan sejak rancangan Peraturan Nagari
tersebut diterima, maka rancangan Peraturan Nagari tersebut syah menjadi
Peraturan Nagari dan wajib diundangkan.

" Pasal 16

-.Apébila dalam jangka wakiu 1 (satu) bulan sejak disampaikan, Bamus Nagari

belum dapat membahas dan mensyahkan RAPB Nagari maka untuk kelancaran
roda pemerintahan di nagari, Wali Nagari dapat mempedomani APB Nagari tahun



sebelumnya untuk belanja operasional.

BAB IV
Pelaksanaan APB Nag:aci
BAGIAN KESATU
) PENGELOLAAN APB NAGARI
Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan APB nagad, Wali Nagan menetapkan ketentuan-ketentuan

pelaksana yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagan dan/atau Keputusan
Wali Nagari. . A MY B

(2). Untuk pengelotaan APB Nagari, Wali Nagan menetapkan;

a. atasan langsung bendahara nagari;

b. Bendahara Nagari datam hal ini bisa langsung duabat aleh Kepala Urusan

Keuangan Nagari; .

c. pengelola dan penerima pendapatan asli nagari, dan:
d. petugas pengelola PBB nagari.

Pasal 18

(1) Atasan Iangsu‘ng bendahara nagari sebagalmana dimaksud dalam pasal 17

ayat (2) huruf a adalah Sekretaris Nagan yang bertanggung jawab atas
pengelolaan kéuangan nagari. ’

(2) Dalam hal ter]adl kekosongan Sekretaris Nagari karena sesuatu hal, maka’

selambat- -lambatnya 1 (satd) bulan Wall Nagari dapat mengangkat Pelaksana
Tugas (Plt) Sekretaris Nagan dari salah seorang Kepala Urusan selain Kepala
Urusan KeuanganfBendahara Nagari.

(3) Sekretaris Nagari selaku atasan langsung Bendahara Nagari wajib

menyampalkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan nagari
kepada Wali Nagan setiap bulan dengan membuat berita acara.

C))] Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3)

tembusannya disamipaikan kepada Bamus- ‘Nagari.
Pasal 19

Bendahara Nagari sebagalmana dimaksud dalam pasal. 17 ayat (2} huruf b
mempunyai tugas dan tanggung Jawab sebagau berikut:

a.
b.

melaksanakan penibukuan keuangan;

menerima, menylmpan membayarkan dan mempertanggung jawabkan
keuangan:

sefiap bukti pembayaran harus atas persetujuan atasan langsung Bendahara
‘Nagari dan diketahui oleh Wali Nagari;

memungut dan menyetorkan PPh, PPn ke Kas Negara, dan pendapatan
daerah lainnya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang beraku:

membantu Wali nagari menyusun laporan pertanggung jawaban anggaran
kepada Bamus Nagari, dan;

bertanggung Jawab terhadap keuangan nagari yang dikelolanya
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g. menyampaikan laporan pertangung jawaban selambat-lambatnya tanggal 10
buian berikutnya;

h. untuk tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan nagar akhir tahun
laporan perlanggung jawaban disampaikan paling tambat tanggal 31
Desember. .

Pasal 20

(1) Dalam  pengelolaan keuangan nagan, bendahara nagari wajib
menyelenggarakan pembukuan sebagai berikut (seperti terlamp:r)

buku kas umum Nagari; - '-

buku kas pembantu betanja Iangsung_;%
buku kas pémbantu perjenis Aia'éherimaan;

-buku kas pembantu perjenis pengeluaran;

buku register SPPU; -

- buku register SP2D; ’ L

’buku kas bank dan;

@ ™ p oo oo

h. buku pembantu PPh, PPn dan pendapatan nagari lainnya.
(2) Bendahara - nagari ‘wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran
keuangan-nagén‘ dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesual
_ kebutuhan. ] )
(3) Setiap penerimanan dan pengeluaran kehangan nagari wajib didukung dengan
tanda bukti yang lengkap dan syah serta dapat d:pertanggung Jjawabkan. .
(4) setiap pembayaran yang sifatnya sangat pnnsmll terlebih dahulu harus '
mendapat persetujuan prinsip Wali Nagari secara tertulis.
: . Pasal 21
(1) Pengelola darn. Penerima Péndapatan Asli Nagari sebagaimana dimaksud
dalam pasal 17:ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagaij berikut: )
a. menerima:‘ dan menyetorkan hasll. penerimaan Pendapatan Asli Nagar
kepada bendahara nagan dalam waktu 2% 24 jam;
b. membukukan penerimaan pendapatan asli nagari ke .dalam buku kas
penerimanan dan buku pembantu kas penerimaan sejenis;
c. * membuat taporz.a realisasi~peneﬁmaan kepada wali nagari setiap bulan,
dan;
d. membantu wall nagari menyusun penanggung Jawaban anggaran kepada
Bamus Nagarl setiap akhir tahun, ‘
(2) dalam pelaksanaan APB Nagan wah nagari menetapkan ketentuan-ketentuan

pelaksana yang dltetapkan dengan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan
Walil Nagari.

. Bagian Kedua R -
@ Mekanisme Pencairan Dana Alokasi Umum Nao~"
Pasal 22 . ’
Setelah ditetapkannya peraturan nagari tentang APB Naga‘ N
Nagari tentaﬁg Penjabaran APB Nagari, Wali Nagari meng,
pencalran Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) kepada Bupati.
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Pasal 23
(0 Mekanisme pencairan tahap pertama DAUN adalah sebagai berikut;
a.

pencairan dana untuk belanja operasional pemerintahan dikeluarkan
pertriwulan; |

Surat permintaah pembayaran (S‘Fj:’) diajukan 'oleh Bendahara Nagari yang
disetujui oleh Atasan Langsung serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat
kemudian disampaikan pada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat
Daerah yang disertai dengan rekomendasi Camat untuk pemnintaan
pembayaran (SPP) awal; - .

Berdasarkan SFP Nagari, Bagian Pemerintahan Nagarl. membuat Telaah
Staf secara kolekiif kepada Bupati untuk persefujuan pencairangDAUN
seluruh pemerintahan nagari; E . § . ‘
Sete!alh Telaah Siaf disetujui Bupati, Bagian Pemerintahan Nagari .
mengaj_ukan permintaaan pené:airan [DAUN kepada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan melampirkan
Surat Perrmmtaan Pembayaran (SPP) permintaan dari nagari beserta
rekomendam dari Camat;

Berdasarkan permintaan  Bagian Pemenntahan Nagari, Bendahara
Pengeluran DPPKAD mengajukan permintaan kepada Pengguna Anggaran
(Kepala .DPPKAD) untuk diterbitkan- Surat .Penntah Membayar Langsung
(SPMLS); : - _
Surat perintah membayar langsung SPM LS yang telah diterbitkan beserta -
dokumen diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
diterbitkan “Surat.Pen'ntah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) oleh

'Bendahara‘ Pengeluaran- DPPKAD kepada“ Bendahara Nagar atau

Perangkat Nagan‘ yang dikuasakan untuk mengambil DAUN.

(2) Mekanisme pencairan dana triwulan berikutnya-adalah sebagai berikut:

a.

surat permiritaan pembayaran (SPP) diajukan dengan melampirkan laporan
keuangan'serta surat pertanggung jawabaru triwulan sebelumnya kepada
Camat sebagai bahan rekomendasi;

. Bendahara nagari menyampaikan surat pertanggung jawafaan {SPJ) kepada

Camat untuk diverifikasi p.a'ling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Camat melakukan verifikasi tethadap ‘Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

triwulan sebelumnya dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SP.J)
tersebut sesual ketentuan

. Pemberian rekomendaS| oleh Camat dengan memperhatikan  kinerja

pemasukan PBB di nagarl yang bersangkutan.

Surat Pemiintaan Pembayaran, laporan keuangan triwulan sebelumnya
serta rekomendasi Camat disampaikan kepada Bagtan Per

Nagari;

Proses Ieb:h Ian}ut pencairan DAUN mengacu pada ayat (1) hui
e.



(3) Format pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dan format laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a
adalah sebagaima;na tercantufn dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan DAUN
Pasal 24’

Dalam penggunaan:DAUN Wali Nagan harus membuat rencana kegiatan nagari

dan rencana operasional Pendapatan Nagari meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan,

Pendapatan Asli Nagari, dan lain-lain éesuai potensi nagari. -

— - (;’\D.‘..
Mekanisme Pencairan Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan
Keseiahteraan Wall Nagan dan Perangkat Nagari
- Pasal 25 . :

(1) Bantuan Penghasulan Tetap diberikan Wall Nagan dan Perangkat Nagari yang
diterima seliap bulannya oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari. _

{2) Bantuan Kesejahteraan dibefikan khusds kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
" yang ditugaskan sebagai Sekretaris - Nagan dan Sekretards Nagari yang
diangkat menjadi PNS. B ]

(3) Besamya Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan kesejahteraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebaﬁaimana teriuang dalam
penjabaran APBD Kabupaten Solok Selatan yang nncuannya ditetapakn -
dengan Keputusan Bupati. -

. Pasal 26 :

Mekanisme pencairan Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahterzan

Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah sebagai: -

a. Kepala Urusan Keuangan ‘éﬁtau Bendahara Nagari menyerahkan Amprah
Bantuan -Penghésilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan
Perangkal Nagari bulan berjalan yang diketahui oleh Atasan Langsung serta
disetujui oleh Wall Nagari, Kepala Bagian Pemerintahan Nagari dan Asisten
Pemerintahan dan Kesra disertai dengan rekomendasi Camat untuk
permintaan pembayaran (SPP) - '

b. Berdasarkan.SPP Nagari, Bagian Pemenntahan Nagan membuat Telaah Staf
kepada Bupati untuk persetujuan pencairan Bantuan Penghasnan Tetap dan
Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari secara kolektif untuk
seluruh pemerinfahan nagari; :

c. Setelah Telaah Staf disetujui Bupati, Bagian Pemetrintahan Nagari mengajukan
permintaaan pencairan Bantuan Penghasilan Tetap dan Ban’uan
Kesejahteraan :Wali dan Perangkat Nagari kepada Dinas Pendépalan
Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan melampirkan
Surat Perrmintaan Pembayaran (SPP) permintaan dari nagan beserta
rekomendas dari Camat;

13




d. Berdasarkan permmintaan Bagian Pemerintahan Nagari, Bendahara
Pengeluaran ‘DPPKAD mengajukan ‘permintaan kepada Pengguna Anggaran

(Kepala DPPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM
LS); ‘ '

e. Surat perintah membayar langsung SPM LS.yang telah diterbitkan beserta
dokumen diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) oleh
Bendahara Pengeluaran DPPKAD kepada Bendéha_ra Nagari atau Perangkat
Nagar yang dikuasa’:an untuk mengambil Bantuan Penghasilan Tetap dan
Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari Hah Perangkat Nagari.

-—ta 1 . Paragraf 1 i . =
‘Belanja Langsung Bamus Nagari -
Pasal 27
(1) Belanja !angsung Bamus Nagari sebagaimana dimaks_ud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a té_rdiri dari; .
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa dan;
C. belanja modal: . )

(2) Besarnya bé1anjé Langsung Bamus Nagar sebagaimana dimaksud pada ayéi

(1) diatur éepagéi berikut: ' [
-@. belanja pegawai 65% (enam puluh lima perseratus);
b. belanja barang ~dan jasa 25% (dua puluh lima perseratus), dan;
¢. belanja madal 10% (Sepuluh pérs_ératus). \
' ‘Pasal 2'8
(1) Belanja Pegawai Bamus Nagari éebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat
(1) buruf a digunakan untuk pembayaran:
a. tunjangan penghasilan Ketua;
b. tunjangan penghasilan W_a‘kil Ketua;
. tunjangan pénghasilan Sel&étaﬁs:
d. tunjangan penghésilan Anggo_ta:
(2) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai

dengan  huruf d berupa funjangan bulanan dengan besarnya
mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan kemarnpuanlkeuangan nagari.

(3) Besarnya tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berasal
dari DAUN adatah :

No. Jabatan ' Pembayaran/ Keterangan
- bulan

1. Ketua .' + | Rp. 200.000, -

. p _ | Tidak dikenakan Pajak (PPh pasal
2. | Wakil Ketua Rp. 150.000, 21) kecuali-bagi PNS dan anggota

. : TNI/POLRI golongan Il keatas

3. Sekretaris Rp. 250.000,~ atat yang disamakan -
4. |Anggota . Rp. 125.000,- '
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Pasal 29

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud daiam pasal 27 ayat (1) huruf b
digunaka_n untuk:

a.

pengadaan ATK.
pengadaan b:ajlrang cetakan dan foto copy;
biaya jasa perkantoran;

pengadaan iri,vgntaris kantor;

pengadaan bitku pustaka;

pengadaan pakalan dinas dan atnbutnya;

hiaya pendldlkan dan latihan; .

biaya makan dan minum rapat; dan; | : SRR

lain-lain belanja barang dan j jasa. . |
Pasal 30

(1) padapos Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat

(1) huruf b termasuk didalamnya belanja pel]alanan dinas yang digunakan
untuk:

a. biaya pe_rjatan‘én dinas dalam kecamatan, dan;

b. biaya perjalan‘an dinas luar kecamatan. .

. (2) besarnya biayé perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a
dan b ditetqpkgn dengan "'mqmpea_{tinibangkqn kepatutan, kewajaran, dan
kemampuan keu'éngan nagar serla iidak melebihi biaya perjalanan dinas wali . -
nagari setempat sebagalmana daftar terlamplr .

(3) Biaya perjalandn dinas sebagalmana dimaksud pada. dyat. (2) dibayarkan
berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD) yang dlke[uarkan oleh Ketua Bamus Nagan dan diketahui oleh instansi
{lembaga tUJuan

Paragraf 2
Belanja Langsung Pemerintahan Nagari
' : Pasal 31

Belanja Langsung pemerintah nagari terdiri dan

a.

belanja pegawai;

b. belanja barang dan jaisa;
c.
d

.
4

belanja modat;

. belanja operasional lembaga-lembaga kemasyarakatan fingkat nagari

(seperti LPMN, TP-PKK, Pemuda Nagari dan lain-lain).
. Pasal 32

(1) Belanja pegawal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a adalah berupa
msentrf Ialnnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.
@ Bantuan Penghasﬂan Tetap dan Bantuan Kestjahteraan merupakan bagian

yang terpisah dan DAU Nagari dan dttempatkan pada -pos tersendidi pada
DPPKAD
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{3} Besarmnya Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Négari
dan Perangkat Nagari ditetapkan déngan ‘Keputusan Bupati.

(4) Insentif diberikan kepada éparatur pemerintahan Nagari atas pelaksanaan
pekerjaan melebihi tugas pokok dan fungsinya.

(5) Besarinsentif yang diberikan‘ dite’tapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

(6) Wali Nagari, Perangkat Nagari yang berasal dari unsur PNS, dan Anggota TNI/
POLRI golongan Il ke atas atau yang disainakan dengan itu dipotong pajak
penghasﬂan oleh Bendahara Nagan sebesar 15 % (lima belas perseratus) dan
bersipat final, selanjutnya Bendahara Nagan menyetorkannya ke Kas Negara
sesuai ketentuan yang berlaku

; Pasal 33

i Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b

digunakan untuk

a. pengadaan ATK: ’

b. Pengadaan barang cetakan dan foto’ oopy,
c. Biaya jasa perkantoran

1. rekening listrik;

2. re'i(eniﬁg telepon;

3. Iandga'han surat kabar, dan;

4. dan lain-tain. '

pengadaa‘ﬁ inventaris kantor;

pgngadaén alat-alat listrik dan atributnya;
biaya pendidikan dan pelatihan;

biaya makan dan minum rapat dan;

. Iair‘ltlgin belanja barang dan jasa;

SOl o

biaya perjalanan dinas;.

(S,
O

biaya peméliharaan.
: e Pasal 34

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf i terdiri dari:

a. belanja perjalanan dinas dalam kecamatan;
b. belanja petjalanan dinas diluar kebamatan.

(2) Besarnya biaya péq‘alanaq dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan b ditetapkan dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran, dan
kemampuan keuangan MNagar serta tidak melebihi baaya perjalanan dinas
Camat setempat sebagaimana tedampir; ‘ _ .

3) Blaya pefjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan
berdasarkan Surat Perintah Tugas {SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh instansi/lembaga
tujuan,

‘ Pasai 35

)] Biaya pemeliharaan_sébagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf j adalah

semua belanja untuk mémeiihara sarana dan prasarana pemerintahan nagari

agar dapat dijaga keutuhannya dalam ménunjang fugas-tugas operasional .
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pemerintahan nagari.
(2) Jenis jenis biaya pemeltharaan adalah sebagai berikut:
a. biaya pemeliharaan gedung kantor;
b. biaya pemeliharaan mobiler;
c. biaya pemeliharaan perengkapan kantor; '
d. biaya pemeliha[aan mesin dan peralatan kantor, dan;
e. biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
Pasal 36
Belanja langsung yang berupa belanja pegéwai dan belén}a barang dan jasa bagi
pemerintahan nagari dapat digunakan untuk;
a. biaya intensifikasi Pendapatan Aslj Nagan {PAN), Pajak Buml dan Bangunan
(PBBY);
b. biaya tamu; )
c. biaya kerja sama nagari dengan pihak [aih;
d. belanja operas:onal lembaga-lembaga yang ada di nagari yang besamya -
dntetapkan dengan Keputusan Wali Nagari mengacu kepada arahan prioritas
program Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011,

APB NAGARI PERUBAHAN
_ - Pasal 37 .
(1) APB Nagari Perubahan dapat dilakukan-apabila:
a. Ada kebuakan pemerintahan Nagari yang bersifat strategis;
b. Untuk penyesuaian akibat tidak tefcapai atau meleblhl pencapalan target
' Pemerintahan Nagari yang ditetapkan, dan; ‘
¢. Terjadinya; :kebutuhan yang mendesak dan tidak diduga sebelumnya.
(2) APB Nagari -Perubahan diajukan oleh Walj Nagan kepada Bamus Nagan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun ang, garan berakhir.
(3) APB Nagari Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh.
(4) Bentuk perubahan yang dapat dilakukan bersifat penambahan/pengurangan
atau penyesuaian dari program yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.
(5) APB Nagan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Nagar dengan
mekanisme evaluasi sebagalmana dtatur datam Pasal 15.

PERHITUNGAN APB NAGARI
Pasal 38

(1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhimga tahun anggaran yang
bersangkutan Pemerintah Nagarn wajib membuat dan - menyampaikan
perhrtungan APB Nagari kepada Bamus Nagari.

(2) Penyampaian perhlt_ungan APB Nagar dapat bersama-sama dengan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban _Wéli Nagar, dan/atau cara terpisah antara
perhitungan APB Nagari dan laporan pertanggungjawab Wali Nagari.
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(3) Perhitungan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut
susunan dan penjelasan dari semua ayat-ayat dan pasal-pasal anggaran nagari
yang meliputi: _

" a. perkiraan dari ayat-ayat penerimaan dan jumilah yang telah diterima;
b. perkiraan dari pasal-pasal pange]uaran'dari jumlah yang telah direalisir;
c. perbedaan antara perkirsan dan penerimaan sehenarnya dengan
. 'menyebutkan selisih kurang atau lebih.
‘{4) Perhitungan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

.- PRINSIP BELANJA
- - Pasal 39 , a o
Pengeluaran Belanja atas beban APB Nagari dilakukan dengan’ prinsip-prinsip
hemat, efisien, ekonomi, tidak- mewah, terarah dan terkendail serta pnnSIp-
transparansi dan akuntabilitas. U

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 40
{1} Paling lambat tanggal 10 setiap bulannya Bendahara Nagari menyampaikan
Surat Pertanggungjawaban (SRJ) kepada Camat untuk diverifikasi.
{(2) Camat melakukan verifikasi terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ)
triwulan sebelumnya dan- mengesahkan Surat Pedanggungjawaban (SPJ)
tersebut sesual dengan ketentuan yang berlaku.

(3} SPJ Keuangan Nagari setelah diverifi kasi disampaikan kepada DPPKAD dan
Inspektorat dalam rangka pemblnaan dan prngawasan.

- {4) Format pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam
lampiran Hl Peraturan Bupati ini.

Pasal41

(1) Wali Nagari selaku penanggungjawab program Wajlb menyampalkan laporan
realisasi k_euangan DAUN kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Nagari
setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan memberikan tembusan
kepada Camat dan Bamus Nagari sesual dengan lampiran IV Peraturan
Bupati. '

(2) Walt Nagari dilarang melakukan atau menjanjikan sesuatu pengeluaran atas
beban APB Nagari, untuk tujuan lain dari yang tetah‘_ditenlukar‘l dalam APB
Nagari, '

(3) Wali Nagari dilarang melakukan pengefuaran atas beban APB Nagar untuk
hal-hal yang tidak efesien dan efekiif seperti  untuk kegiétan-kegiatan
peringatan, hadiah!pgstalucapan selamaft dan [ain-lain éejenisnya.

. - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
K Pasal 42
(1) Untuk pengendalian dan pengawasan, - Wali Nagari menyampaikan APB
Nagari yang telah ditetapkan képada_ Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Nagari

18



dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten, ‘Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penanaman Moda‘l Daerah, DPPKAD serta Camat
dengan lampiran Berita Acara Stdang dan daftar penetapan RAPB Nagari
menjadi APB Nagari.

(2) Camat berkewajiban melakukan pembinaan, pengendallan dan pengawasan
pengelolaan APB Nagari, -

(3) Bamus Nagari melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan APB Nagan .

(4) Dalam pembinaan pengelolaan pembangunan Nagari balk fisik dan nonfisik

secara partts:patlf dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan melibatkan
instansi lainnya A

(5) Dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan Nagari “harus -dibuat

sesuaj dengan format sebagaimana tercantum dalam Iamplran LIl dan'IV
Peraturan’ Bupatl ini, '

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

(1) Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini maka seluruh Peraturan Bupati
yang, bérkaitan dengan prosedur penggungan AFB Nagari yang ada
'sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupatl ini sepanjang mengenal-
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal dlundangkan Agar seﬂap orang
mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Sclok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal_2.7 Marel 2011

Dlundangkan di Padang Aro

19




PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN SUNGAI PAGU

WALI NAGARI PASIR TALANG TIMUR

JL. Subarang Suliti No: Telp. (0755)-

PERATURAN NAGARI PASIR TALANG TIMUR
NOMOR: 2 Tahun 2011

‘ TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBN)
NAGARI PASIR TALANG TIMUR TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIR TALANG TIMUR

Menimbang:

a. Bahwa sesuai dengan arah kebijakan Umum APB Nagari serta Strategi dan Prioritas
APB Nagari,maka perlu menyusun Anggaran pendapatan dan’ Belanja nagari tahun
Anggaran 2011, '

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja -Nagari Pasir Talang- Timur Tahun
Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Pasir Talang Timur.

Mengingat:

. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonori
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat,

2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perunbangan Keuangan puysat dan
Daerah.

4. Undang-undang nomor 38 tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Darmasraya,Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera
Barat.

5. Peraturan Daerah propm,st Sumatera Barat nomor 09 tahun 2000 tentang Ketentuan,
Pokok Pemerintahan Nagari.

6. Peraturan Derah Kabupaten Solok nomor 04 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 67 tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 04 tahun 2005 tentang
Pemerintahan Nagari(Lembaran Daerah kabupaten Solok Selatan pomer 07 tahun
2007),Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Solok Selatan Nomor7)

9. Peraturan Daerah kabupaten Solok Selatan nomor 6 tahun 2009 tentang -
Pemerintahan Nagari,

10. Peraturan Daecrah Kabupaten Solok 'Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pembentukan pemerintahan Nagari Pasir Talang.Pemerintahan Nagari Pasir Talang
barat. Pemerintahan Nagari Pasir Talang Timur,Pemerintahan nagari Pasir Talang
Selatan Kecamatan Sungai Pagu.

11. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomori140.146.323-2010 Tentang Pengukuhan
Wali Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan .
tangpal 28 Desember 2010,

12. Keputusan bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang” Penetapan Dana

N

Alokasi Umum Nagari(DAUN) tahun- 2011 Se-Kabupaten Solok Selatan.



DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN MUSYAWARAH NAGARI
DAN
WALINAGARI PASIR TALANG TIMUR

MENETAPKAN: PERATURAN NAGARI PASIR TALANG TIMUR TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1
Jumlah Pendapatan dan Belanja Nagari Pasir Talang Timur Tahun Anggaran 2011 adalah Rp.

a. Sisa Tahun Lalu P =Rp. 0,-
b. Pendapatan berasal dari dana PAN (direncanakan) =Rp. 3.000.000,-
c. Pendapatan beradsal dari Dana DAUN =Rp. 73.000.000,-
Jumlah =Rp. 76.000.000,-
d. RBelanja
1. Belanja BEN =Rp. 21.360.000,-
2. Honor Sekretaris BPN =Rp. 3.000.000,-
3. Belanja Nagari =Rp. 37.740.000,-
4. Bantuan Operasional LPMN =Rp. 3.000.000,-
5. Bantuan PKK Nagari =Rp. 5.400.000,-
6. Bantuan Jambore PKK =Rp. 2.500.000,-
Jumlah . =Rp, 73.000.000,-
7. Tunjangan Wali dan Perangkat Nagari
selama 12 Bulan Tahun 2011 =Rp. 82.200.000,-
Pasal 2

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagai mana tercantum

dalam lampiran I Peraturan pagari ini.
2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran belanja rutin Bamus adalah sebagmmana
tercantum dalam lampiran II Peraturan Nagari ini.

Pasal 3
Rincian-rincian sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 4

Apabilah dipandang perlu Wali Nagari dapat menctapkan keputusan Wali Nagani sebagai
ketentuan pelaksana Peraturan Nagari ini.

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal......April 2011 agar setiap orang dapat
mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Nagari ini dengan Penempatan dalam
Lembaran Nagari
Ditetapkan di : Subara.ng Suliti
Pada Tanggal -.........April 2011

WAU NAG 'V'
PAStR m IV .
4']- '

A

Diundangkan di : Subarang Suliti
Pada Tanggal Tevvenres April 2011
Plt.Sekretaris Nagari
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBN)
NAGARI PASIR TALANG TIMUR

TAHUN 2011
Kode Uraian Tahun Tahun Keterangan
Rekening Sebelumnya Berijalan
Rp) (Rp)
1 PENDAPATAN
1.1 | Pendapatan Asli Nagari 3.145.000,- 3.000.000,- | Direncanakan
1.1.1 Hasil Usaha Nagari - -
1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari - 500.000,-
1.1.2:1~ | Tanah Kas Nagari - -
1:.1.2.2 ] Tanah Nagari - -
1.1.2.3 Pasar Nagari - -
1.1.24 | Pasar Hewan - N
1.1.2.5 | Tambatan Perahu - -
1.1.2.6 | Bangunan Nagari - -
1.1.2.7 | Pelelangan lkan yang Dikelola Nagari - -
1.1.2.8 Lain-lain kekayaan Nagari - -
1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipas] - -
1.1.3.1 Hasil Gotong Royong - -
1.1.3.2 | Hasil Sumbangan Masyarakat - -
1.1.4 | Lain-lain Hasil Pendapatan Nagari yang - -
sah . :
1.14.1 Hasil Register - .
1.1.5 | Bagi Hasil Pajak - -
1.1.5.1 | Bagi Hasil Pajak Kabupaten - -
1.1.5.2 Bagi Hasil PBB - -
1.1.6 | Bagi Hasi{ Retribusi - -
1.1.6.1 [ Bagi Hasil Retribusi Galian C - -
1.1.6.2 - | Bagi hasil Retribusi Bunga Pasir - -
1.1.6.3 Bagi Hasil Retribusi Bunga batu - -
1.1.7 | Bantuan keuangan Pemerintah Prov,Kab - .
1.1.7.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi - -
1.1.7.2 | Bantuan Kevangan Pemerintah 67.500.000,- | 73.000.000,- Daun Th
Kabupaten : 2011
1.1.8 | Dana Tambahan Penghasilan Tetap Wali - -
dan Perangkat : . :
1.1.8.1 | Honor Wali Nagari 13.500.000,- | 17.400.000,-
1.1.8.2 | Honor Perangkat Nagari 42.000.000,- | 64.800.000,-
1.1.9 | Hibah - -
1.19.1 Hibah dari Pemerintah ) - -
1.1.9.2 | Hibah dari Pemerintah Provinsi - -
1.1.9.3 | Hibah dari Pemerintah Kabupaten - -
1.1.9.4 | Hibah dari Badan /Qrganisasi Swasta - -
1.1.9.5 | Hibah Dari kelompok - - -
" ..| Masyarakat/Perorangan
1.1.10 | Sumbangan Pihak Ketiga - -
Jumliah Pendapatan . 126.145.000,- | 158.700.000,-




2 BELANJA
2.1 | Belanja langsung 14.700,000,-
2.1.1 Tunj. Penghasilan Ketua BPN 1x - 2.400.000,-
200.000x 12
2.1.1.2 | Tunj. Penghasilan Waka BPN 1x - 1.800.000,- |
150.000x 12
2.1.1.3 | Tunj. penghasilan Anggota BPN 7 x -1 10.500.000.-
125.000x 12 '
2.1.14 | Tunj. Penghasilan Sekretaris BPN 1 x - 3.000.000,-
250.000 x 12 ] :
2.1.2 Belanja Barang/Jasa - -
2.1.3 Belanja ATK . -
2.1.4 Belanja Perangko/Materei £ -
2.1.5 Belanja Dokumentasi - -
2.1.6 Belanja Jasa servis - -
2.1.7 Belanja Bahan Bakar/Pelumas - -
2.1.8 Belanja pengadaan/Foto copy - -

_2.1.9 | Belanja Makan Minum - -
2.1.9.1 | Belanja Makan Minum Tamu - -
2.1.9.2 | Belanja Makan Minum Rapat - -

2.1.10 | Belanja Perjalanan Dinas - : -
2.1.10.1 | Belanja perjalanan Dinas dalam daerah - -
2.1.10.2 | Belanja perjalanan Dinas Luar daerah - -
2.1.10.3 | Belanja perjalanan Dinas Luar Propinsi - -

2.1.3 | Belanja bahan Material = -
2.1.4 | Belanja Modal - -

2.1.4.1 | Belanja Modal Tanah - - .
2.1.4.2 | Belanja Modal Jaringan - - |
2.1.43 | Belanja Modal komputer - - |
2.144 | Belanja Modal laptop - -

2.2 | Belanja Tak Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan tetap 82.200.000
22.2 Belanja Hibah
223 Belanja bantuan Sosial
224 Pendidikan Anak Usia Dini
225 Organisasi Pemuda/pemudi

Jumlah Belanja 99.900.000,-
3 | PEMBIAYAAN

3.1 | Penerimaan Pembiayaan . |

3.1.1 Sisa lebih Penghitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

3.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan Nagari
3.1.3 Penerimaan Pinjaman

3.2 | Pengeluaran Pembiayaan .
3.2.1 Pembentukan Dana cadangan

1322 Penyertaan Modal Nagari ’
323 Pembayaran Hutang
Jumiah Pembiayaan
Subarang Suliti,........... April 2011
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« KABUPATER SOLCK SEATAR

Telp. (0755)—

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN SUNGAI PAGU

WALI NAGARI PASIR TALANG TIMUR

=" JL.. Subarang Sufiti No:

URATAN kENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA RUTIN

SUMBER Dana Alokasi Umum Nagari 2011

Kode Pengeluaran Jumlah (Rp)
Pos Bamus 24.360.000,-
=
2.1.1 | Belanja Pegawai 17.700.000,-
2.1.1.1 | Honor Ketua BPN 2.400.000,-
2.1.1.2 | Honor Wakil Ketua BPN 1.800.000,-
2.1.1.3 | Honor Anggota BPN 10.500.000,~
2.1.1.4 | Honor Sekretaris BPN 3.000.000,-
. 2,12 | Belanja Barang dan Jasa 3.290.000,-
21.2.01 | Belanja ATK dan Foto Copy 1.600.000,~
_2.1.2.02:| Biaya Sidang BPN. 1.000.000,-
2.1.2.03 | Belanja Perjalanan Dinas 660.000,-
2.1.3 | Belanja Modal 3.460.000,-
2.1.3.02 | Pengadaan Inventaris BPN 1.500.000,-
2.1.3.02 | Dana Tak Terduga 1.960.000,-
Pos Nagari 48.640.000,-
2.1.1 | Belanja Pegawai 10.800.000,-
2.1.1.1 | Honor Staf (3 x 12 x Rp. 300.000,-) 10.800.000,-
2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa 5.130.000,~
2.1.2.01 | Belanja ATK dan Foto Copy 2.000.000,-.
2.1.1.02 | Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu 2.000.000,-
2.1.2.03 | Belanja Rekening Listrik, PDAM dan Koran 1.130.000,~
2.1.2.04 | Belanja Pemeliharaan 6.000.000,
2.1.2.04.01 | Pemelibaraan Alat- alat Kantor 1.000.000,-
2.1.2.04.02 | By. Rehab Kantor- 5.000.000,-
2.1.2.1 | Belanja Perjalanan Dinas 2.500,000,-
2.1.3 | Belanja Modal 3.400.000,~
2.1.3.01 | Pengadaan Alat Computer - 1.000.000,-
2.1.3.02 | Pengadaan Pakaian Dinas 1.500.000,~
2.1.3.03 | Pengadaan Mesin Potong Rumput 900.000,-
2.2.4 | Belanja Bantuan Sosial 5.000.000,-
2.2.4.01 | Belanja Bantuan Kegiatan Pemuda 2.000.000,-
2.2.4.02 | Sumbangan Hari Besar 3.000.000,
2.2.5 | Belanja Bantuan Keuangan 10.900.000,-
2.2.5.01 | Belanja Bantuan Operasional LPMN 3.000.000,-
2.2.5.02 | Belanja Bantuan PKK Nagari 5.400.000,-
- 2.2.5.03 | Belanja Bantuan Jambore PKK . 2.500.000,- |.
2.2.6 Dana Tak Terduga 4.910.000,-
Jumlah - 73.000.000,-
Subarang Sulitiy....April 2011
WALI NAGARI Pit.
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1. Nagari : Pasir Talang Timur
2. Nama Wali Nagari : Solbefii
3. Namna Plt.Sekretaris Nagari  : Nopi Metra, S.H
4. Nama Bendahara : Rina Febrianti, S.Pt
5. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Nagari
6. Dana yang dibutuhkan : 73.000.000,-
|__ Kode Pengejuaran. . Jumlah (Rp)
Pos Bamus 24.360.600,-

2,1.1 | Belanja Pegawai 17.700.000,-
2.1.1.1 | Honor Ketua BPN 2.400.000,-
2.1.1.2 | Honor Wakil Ketua BPN 1.800.000,-

. 2.1.1.3 | Honor Anggota BEN 10.500.000.-
2.1.1.4 | Honor Sekretaris BPN 3.000.000,-
2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,-,
2.1.2.01 | Belanja ATK dan Foto Copy 1.600.000,-
2.1.2.02 | Biaya Sidang BPN 1.000.000,-
2.1.2.03 | Belanja Perjalanan Dinas 0 600.000,-
2.1.3 | Belanja Modal -~ :3.460.000,-
2.1.3.02 | Pengadaan Inventaris BPN 1.500:000,-
2.1.3.02 | Dana Tak Terduga "~ 1.960.000,-

Pos Nagari 48.640.000,-

2.1.1 | Belanja Pegawai 10.800.004,-
2.1.1.1 { Honor Staf (3 x 12 x Rp. 300.000,-) 10.800.000,-

2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa -5.130.000,-

2.1.2.01 | Belanja ATK dan Foto Copy o 2.000.000,-
2,1.1.02 | Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu 2.000.000,-
2.1.2.03 | Belanja Rekening Listrik, PDAM dan Koran 1.130.000,-
2.1.2.04 | Belanja Pemeliharaan 6.000.000,-
2.1.2,04.01 | Pemeliharaan Alat- alat Kantor 1.000.000,-
2.1.2.04.02 | By. Rehab Kantor ~5.000,000,-
2.1.2.1 | Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,-
2.1.3 { Belanja Modal 3.400.000,-
2.1.3.01 | Pengadaan Alat Computer 1.000.000,-
2.1.3.02 | Pengadaan Pakaian Dinas 1.500.000,-
2.1.3.03 | Pengadaan Mesin Potong Rumput 900.000,-
2.24 | Belanja Bantuan Sesial 5.000.000,~
2.2.4.01 { Belanja Bantuan Kegiatan Pemuda 2.000.000,~
2.2.4.02 | Sumbangan Hari Besar ~3.000.000, |
2.2.5 | Belanja Bantuan Keuangan -10.900.000,-
2.2.5.01 | Belanja Bantuan Operasional LPMN 3.000.000,- |
2.2.5.02 | Belanja Bantuan PKK Nagari_ 3.400.000,-
2.2.5.03 | Belanja Bantuan Jambore PKK 2.500.000,-
2.2.6 | Dana Tak Terduga - 4.910.000,-
Jumlah 73.000.000,-
poeen APl 2011
WALI NAGARI i i

I




NAGARI PASIR TALANG TIMUR

NO Kode URAIAN TARGET TAHUN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 2011 _
TRIWULAN] | TRIWULANI | TRIWULAN IO | TRTWULAN IV
Pos Bamus 240360.000," ¥ . B } - = =
i

2.1.1 [ Belanja Pegawai 17.700.000,- - | : - - -
2.1.1.1 | Honer Bamus 14.700.000,- 3.675.000,- | +  3.675.000,- v 3.675.000.- 3.675.000,-
2.1.1.2 | Honor sekretaris BPN 3.000.000,- 750.000,- " 750.000,- «  750.000,- 750.000,-
2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,- = ! - - -
2.1.2.01 | Belanja ATK dan Foto Copy 1.600.000,- 400.000,=7| v . 400.000,- Vo 400.000,- 400.000,-
2.1.2.02 | Biaya Sidang BPN 1.000.000,- 250.000,- v 250.000,- v 250.000,- 250.000,-
2.1.2.03 | Biaya Perjalanan Dinas 600.000,- 150.000,- v ' 150.,000,- v 150.000,- 150.000,-
2.1.3 | Belanja Modal 3.4690.000,- - - - -
2.1.3.01 { Pengadaan Inventaris BPN 1.500.000,- 1.500.000,- ‘ - . - -
2.1.3.02 | Dana Tak Terduga 1.960.000,- 490.000,- v - 490.000,- ¥ 490.000,- 490.000,-
Pos Naga‘ri 48-640-000,- - - - -
2.1.1 | Belanja Pegawai 10.800.000,- - - - L -
2.1.1.1 | Honor staf (3 x Rp.300.000 x 12 bulan) 10.800.000,- 2.700.000.- v 2,700.000,- v 2.700.000,- - 2.700.000,-

2.1.2 { Belanja barang dan Jasa 5.130.000,- T
2.1.2.01 | Belanja ATK dan Foto Copy 2.000.000,- 500.000,- v\ 500.000,- 500.000,- 500.000,-
2.1.2.02 | Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu 2.000.000,- 500.000,- 500.000,- 500,000,- 300.000,-
2.1.2.03 | Belanja Rekening Listrik, PDAM dan Koran 1.130.000,- 95.000,-| +~ 345.000,- v 345.000,- 345.000,-
2.1.2.04 | Belanja Pemeliharaan 6.000.000,- -- - - -
2.1.2.04.01 | Pemeliharaan Alat- alat Kantor 1.000.000,-. 250.000,- | +  250.000,- +" 250.000,- 250.000,-
2.1.2.04.02 | Biaya Rehab Kantor 5.000.000,~ - 5.000.000,- - -
2.1.2.1 | Belanja Perjalanﬁn dinas 2.500.000,- 625.000,- v 625.000,- v 625.000,- 625.000,-
2.1.3 | Belanja Modal 3.400.000,- - - - -
2.1.3.01 | Pengadaan Alat Computer 1.000,000,- - v 1.000.000,- - -
2.1.3.02 | Pengadaan Pakaian Dinas 1.500.000,- | 1.500.000,- | | - - -
2.1.3.03 | Pengadaan mesin pemotong rumput 900.000,- 900.000,- ‘ - - -




vt

2.24 | Belanja Bantuan Sosial 5.000.000,- - - |, - -
2.2.4.01 | Belanja bantuan Kegiatan Pemuda 2.000.000,- - 1.000.000,- -1.000.000,- -
2.2.4.02 | Sumbangan Hari Besar 3.000.000,- 1.0060,000,~ v 1.000.000,- _ 1.000.000,¢ -

2.2.5 | Belanja Bantuan Keuangan 10.900.600,- - - - -
2.2.5.01 | Bantuan operasional LPMN 3.000.000,- 3.090.000,- - - -
2.2.5.02 | Bantuan PKK Nagari 5.400.000,- . 5.400.000,-. - - -
2.2.5.03 | Bantuan Jambore PKK Nagari 2.500,000,- 2.500.000,- L. - - -

2.2.6 | Belanja Tak Terduga 4.910.000,- 1.500.000,- 1.400.000,- v 1.010.600,- 1.000.000,-

JUMLAH 73.000.000,- | 27.685.000,- | 20.035.000,- | 13.645.000,- 11.635.000,-
Mengetahui . Subarang Suliti, ........... April 2011
Wali Nagari Pasir Talang Timur Plt. Sekretaris Nagari Bendaharawan

=NOPI

TRA, S.H=

=RINA FEBRIANTI, S.Pt=




